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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Prinsip ne.gara hu.ku.m di Indone.sia me.ne.kankan bahwa se.tiap warga ne.gara 

dan institu.si, te.rmasu.k pe.me.rintah, haru.s tu.ndu.k pada hu.ku.m yang be.rlaku..
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Konstitu.si Re.pu.blik Indone.sia, yaitu. U.ndang-U.ndang Dasar 1945, me.njadi 

landasan u.tama yang me.njamin su.pre.masi hu.ku.m, hak asasi manu.sia, dan 

ke.adilan bagi se.lu.ru.h rakyat Indone.sia. Ole.h kare.na itu., siste.m hu.ku.m yang ku.at 

dan te.rstru.ktu.r me.njadi pilar pe.nting dalam me.njaga ke.te.rtiban dan ke.adilan 

sosial di Indone.sia. Hal ini te.rcantu.m dalam Pasal 1 ayat (3) U.ndang-U.ndang 

Dasar Ne.gara Re.pu.blik Indone.sia Tahu.n 1945 yang me.nyatakan bahwa "Ne.gara 

Indone.sia adalah ne.gara hu.ku.m." Artinya, se.gala aspe.k ke.hidu.pan be.rbangsa dan 

be.rne.gara haru.s didasarkan pada hu.ku.m yang be.rlaku.. 

Seseorang yang mempunyai hak milik terhadapbidang tanah dapat berbuat 

apa saja terhadap tanah yang dimilikinya, asalkan itu tidak bertentangan dengan 

peraturan dan melanggar hak atau kepentingan setiap orang. Kebutuhan manusia 

terhadap sebuah bidang tanah sangatlah tinggi, tetapi dalam hal persediaan sebuah 

bidang tanah juga sangatlah terbatas serta untuk permasalahan jumlah lahannya 

yang bersifat tetap.  Adanya hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi 

permasalahan dalam sertifikat hak atas tanah akibat adanya cacat administrasi. 
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Pendaftaran tanah juga bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas 

mengenai bidang tanah pada orang yang berkepentingan termasuk pemerintah 

agar muda mendapatkan informasi tentang data-data yang dibutuhkan. 

Sertifikat merupakan bukti kuat yang sah atas keterangan fisik dan 

keterangan hukum yang terkandung di dalamnya, apabila keterangan fisik dan 

keterangan hukum itu sesuai dengan buku tanah hak beserta surat pengukuran 

oleh pemiliknya. Pada UU No. 5 Thn. 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria Pasal 19 ayat 2 yang didalamnya membahas tentang kepemilikan 

hak atas sertifikat tanah. Tidah hanya itu, sertifikat menjadi bukti surat hak atas 

tanah yang sebelumnya telag terdaftar (Santoso, 2010). Hukum melindungi 

pemilik sertifikat dan lebih kuat jika pemilik adalah nama pada sertifikat. 

Apabila sertifikat yang tidak lengkap secara administratif dibuat karena 

kesalahan data pada saat pembuatan Sertifikat itu tidak valid atau mungkin karena 

kesalahan objek. Kesalahan objek terjadi akibat dari adanya suatu kesalahan 

ketika sedang melakukan pemetaan dan juga pengukuran tanah. Berbeda dengan 

kesalahan subyek, kesalahan ini dapat terjadi ketika adanya si pemohon tidak 

memberikan keterangan dengan benar. Ketika terjadi kesalahan terhadap 

administrasi dalam pembuatan sertifikat, maka terjadi cacat hukum hingga 

menyebabkan ketidak validan dalam penerbitan sertifikat. Pembatalan sertifikat 

hak milik menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh dengan mengajukan 

pembatalan dari Keputusan Kantor Pertahanan. Hal ini juga tertera dalam pada 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Thn. 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 

ayat 3, yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan terhadap tanah yang 
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bermasalah, maka Kantor Pendaftaran tanah akan menunda pendaftaran sertifikat 

hingga hakim telah memberikan keputusan. Cacat Hukum dalam suatu penerbitan 

sertifikat dapat terjadi ketika: terdapat cacat hukum dalam penerbitan sertifikat; 

terdapat suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

sehingga harus tetap dilakukan. Namun jika terjadi kecacatan hukum atau dapat 

dikatakan salah satu persyaratan yang ditetapkan tidak terpenuhi, maka akan dapat 

berakibat pada pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut, dimana pembatal 

sertfikat dapat dilakukan secara langsung (Muharam, 2017). Sehingga pihak yang 

berkepentingan dapat mengajukan permohonan melalui Putusan Pengadilan 

ataupun Putusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(BPN). 

Pada dasarnya terdapat 3 tingkat dalam pengadilan, yaitu diberikannya 

kewenangan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu 

permasalahan Tata Usaha Negara untuk rakyat yang mencari keadilan. Berbeda 

dengan PTUN menjadi banding dalam pengadilan yang sebelumnya telah 

diputuskan oleh Pengadilan Tata Negara serta Mahkamah Agung yang memiliki 

peran dalam kehakiman serta pengadilan di tingkat kasasi sebagai pelaksana 

tertinggi. 

Sertifikat hak atas tanah adalah suatu tanda atau surat keterangan atau 

merupakan pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang 

dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan terhadap bidang tanah tersebut. Salah 

satu yang merupakan fungsi dari pendaftaran tanah ini yaitu untuk memberikan 

kepastian hukum terhadap kepemilikan suatu tanah sehingga dalam hal ini 
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dikeluarkan suatu jaminan dalam hal ini sebuah sertifikat hak atas tanah yang 

dijelaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4. Tanah merupakan salah satu alasan bagi 

seseorang dan lainnya memiliki konflik dalam hal ingin memiliki hak atas tanah 

tersebut. Sehingga salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum bagi 

pemegang hak atas tanah itu dengan membuat sertifikat sebagai alat bukti. 

Menurut Pasal 32 Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa sertifikat merupakan 

suatu surat tanda bukti hak yang berlaku. Sehingga selama tidak dapat 

ditemukannya suatu bukti yang berbanding terbalik, maka data fisik dan data 

yuridis yang terdapat di dalam sertifikat hak atas tanah tersebut harus diterima 

menjadi data yang benar, baik dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehari-

hari maupun dalam berperkara di pengadilan. 

Walaupun demikian, sertifikat bisa diragukan keabsahannya. Suatu 

Pembatalan sertifikat bisa terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang harus dilaksanakan. Selain itu ada 

juga terdapat cacat hukum pada administrasi sertifikat hak atas tanah tersebut 

seperti adanya kekeliruan data dalam sertifikat hak atas tanah. Penyelesaian suatu 

kasus-kasus di dalam bidang pertanahan seperti ini harus segera ditangani. 

Sehingga hal ini bisa diatasi dengan cara mengajukan pembatalan sertifikat hak 

atas tanah. maupun subjek dari isi sertifikat tersebut. 

Pembatalan suatu sertifikat hak atas tanah dapat diartikan sebagai suatu 

pembatalan pemberian keputusan terhadap suatu hak atas tanah, sehingga dengan 

batalnya suatu sertifikat hak atas tanah maka batal pula haknya atas tanah tersebut. 

Pembatalan sertifikat hak atas tanah ini diatur dalam peraturan Menteri Agraria 



5 

 

dan Tata Ruang / Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. 

Pembatalan sertifikat yang terjadi akibat adanya cacat hukum administrasi 

merupakan suatu upaya pencegahan, pengawasan serta penindakan agar 

menghindari konflik kepentingan dari hak atas tanah yang dapat memberikan 

kerugian kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan hak atas tanah. 

Pembatalan sertifikat hak atas tanah merupakan hal yang krusial, di karenakan 

dalam hal ini pembatalan sertifikat yang sering terjadi yaitu adanya cacat 

administrasi dari sertifikat hak atas tanah tersebut. 

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketika pejabat kantor 

Pertanahan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah bagi seseorang atau badan 

hukum perdata, maka tindakan pejabat tersebut masuk dalam kriteria putusan 

Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tunduk pada rezim Tata Usaha Negara. 

Sertifikat hak atas tanah yang telah memenuhi syarat-syarat terhadap kriteria 

objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu yang telah dikeluarkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan 

final, serta yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

perdata. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai pengadilan yang 

mempunyai wewenang untuk menguji segala tindakan administrasi dari 

pemerintah. . Perihal kasus pembatalan sertifikat hak atas tanah dalam Pengadilan 

Tata Usaha Negara dapat mempertimbangkan keabsahannya, sehingga majelis 

hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memutuskan batal atau sahnya 

suatu perkara sertifikat hak atas tanah yang akan dilihat dengan beberapa alasan 
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serta bukti yang ada. Dalam pengadilan TUN umum dapat membahas beberapa 

hal seperti surat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai serta HPL. 

Salah satu. pe.doman hu.ku.m yang me.njadi ru.ju.kan u.tama dalam siste.m 

hu.ku.m Indone.sia adalah Kitab U.ndang-U.ndang Hu.ku.m Pe.rdata (KU.HPe.rdata). 

KU.HPe.rdata me.njadi acu.an dalam me.nye.le.saikan be.rbagai pe.rsoalan pe.rdata, 

te.rmasu.k hak dan ke.wajiban warga ne.gara yang be.rkaitan de.ngan ke.pe.milikan, 

pe.nggu.naan, dan pe.ngalihan hak atas tanah. Se.bagai ne.gara agraris, pe.rsoalan 

pe.rtanahan di Indone.sia me.njadi isu. yang sangat strate.gis kare.na me.nyangku.t 

ke.se.jahte.raan masyarakat dan pe.mbangu.nan nasional. 

BPN atau yang dikenal sebagai Badan Pertanahan Nasional yang merupakan 

Instansi Pemerintah yang bertugas untuk mengeluarkan suatu Sertifikat Hak Milik 

Atas Tanah dan juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kesalahan 

dalam mengeluarkan suatu Sertifikat. Pembatalan suatu Sertifikat Hak Milik Atas 

Tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional disebabkan oleh adanya faktor-

faktor yaitu, karena adanya cacat hukum administratif dan karena mengikuti 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya cacat 

hukum administratif biasanya disebabkan oleh adanya kelalaian dari para pihak 

ataupun juga petugas kantor BPN yang menangani masalah pembuatan Sertifikat 

Tanah tersebut, untuk itu proses pengecekan merupakan hal yang sangat penting 

pada saat pembuatan suatu Sertifikat dan diperlukan adanya sanksi yang tegas 

bagi para pihak yang terkait didalamnya. Dan dalam hal mengikuti putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, didalamnya suatu 

proses pembuktian menjadi hal yang sangat penting untuk dapat melindungi 
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pemilik tanah yang sebenarnya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab serta 

kewenangan hakim untuk memutuskan suatu sengketa yang telah masuk dan 

diselesaikan dalam proses pengadilan, yang mana putusan tersebut sifatnya 

mengikat para pihak yang terkait didalamnya. 

Se.rtipikat adalah su.rat tanda bu.kti hak atas tanah yang be.rlaku. se.bagai alat 

pe.mbu.ktian yang ku.at, dan diatu.r dalam Pasal 19 ayat (2) U.U.PA. Se.rtipikat 

se.bagai su.rat bu.kti tanda hak, dite.rbitkan u.ntu.k ke.pe.ntingan pe.me.gang hak yang 

be.rsangku.tan, se.su.ai de.ngan data fisik yang ada dalam su.rat u.ku.r dan data yu.ridis 

yang te.lah di daftar dalam bu.ku. tanah.
2
 

Pada konte.ks pe.rtanahan, KU.HPe.rdata me.njadi landasan hu.ku.m dalam 

pe.nye.le.saian se.ngke.ta, te.rmasu.k se.ngke.ta ke.pe.milikan tanah. Se.rtifikat Hak Milik 

(SHM) se.bagai bu.kti ke.pe.milikan tanah yang diaku.i se.cara hu.ku.m se.ring kali 

me.njadi obje.k se.ngke.ta. Pe.rsoalan ini mu.ncu.l kare.na be.rbagai faktor, se.pe.rti 

ke.tidakje.lasan riwayat ke.pe.milikan tanah, konflik antara para pihak yang 

be.rke.pe.ntingan, atau. adanya du.gaan pe.langgaran prose.du.r dalam pe.ne.rbitan 

se.rtifikat. Ole.h kare.na itu., pe.ngatu.ran dan pe.nye.le.saian se.ngke.ta tanah 

me.me.rlu.kan kajian me.ndalam be.rdasarkan atu.ran hu.ku.m yang be.rlaku.. 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 mendefinisikan: “pembatalan hak atas 

tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat 

hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacad hukum administrasi 
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dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

Be.nda be.ru.pa tanah itu. ju.stru. se.ring me.nimbu.lkan be.rbagai masalah dan 

adanya pe.rse.ngke.taan hu.ku.m, baik didalam ke.lu.arga masalah warisan, bisa ju.ga 

de.ngan te.tangga me.nge.nai batas-batas tanah be.rse.be.lahan de.ngan te.tangga, 

bahkan ju.ga ada pihak ke.tiga atau. pihak lainnya yang iku.t be.rpe.ran me.mbu.at 

su.asana me.njadi tu.mbu.hnya pe.rse.ngke.taan tanah, se.pe.rti tanah te.rse.bu.t su.dah 

dialihkan atau. diju.al ole.h salah satu. anggota ke.lu.arga ke.pada pihak lain/pe.mbe.li, 

namu.n anggota ke.lu.arga yang lain atas tanah yang su.dah diju.al/diope.ralihkan itu. 

ke.pada pihak pe.mbe.li, diju.al/dialihkan lagi, dan masih banyak contoh lainnya 

lagi.
3
 

 Tanah ju.ga me.njadi pote.nsi Ne.gara yang sangat be.rpe.ran dalam me.nu.njang 

pe.mbangu.nan. Se.hingga su.dah se.haru.snya pe.manfaatan fu.ngsi bu.mi dan air se.rta 

ke.kayaan alam yang te.rkandu.ng didalamnya adalah ditu.ju.kan u.ntu.k me.ncapai 

se.be.sar-be.sarnya ke.makmu.ran rakyat , se.bagaimana se.su.ai yang te.rtu.ang di 

dalam Pasal 33 ayat 3 U.ndang-u.ndang Ne.gara Re.pu.blik Indone.sia Tahu.n 1945. 

Hak pe.ngu.asaan tanah pada hake.katnya me.ru.pakan re.fle.ksi dari pandangan 

manu.sia te.rhadap dirinya se.ndiri se.bagai manu.sia dalam bu.bu.ngannya de.ngan 

tanah. Hu.bu.ngan yang me.ngandu.ng karakte.r spe.sifik inilah yang me.njadi basis 

lahirnya hu.bu.ngan hu.ku.m antara manu.sia de.ngan hu.ku.m. Ke.pe.milikan tanah 

me.ru.pakan hak asasi dari se.tiap warga Ne.gara Indone.sia yang diatu.r dalam 

U.ndang-u.ndang Dasar Ne.gara Re.pu.blik Indone.sia Tahu.n 1945 , khu.su.snya pasal 
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28H yang me.nye.bu.tkan bahwa se.tiap orang be.rhak me.mpu.nyai hak milik pribadi 

dan hak milik te.rse.bu.t tidak bole.h diambil alih se.cara se.we.nang-we.nang ole.h 

siapapu.n. Hak me.ngu.asai ne.gara me.nu.ru.t U.ndang-u.ndang Dasar Ne.gara 

Re.pu.blik Indone.sia me.ru.pakan se.bu.ah ke.we.nangan yang dimiliki ole.h ne.gara 

pe.rorangan mau.pu.n se.bagai masyarakat. Se.hingga su.dah barang te.ntu. 

pe.mbe.ntu.kan “hak dan ke.wajiban” tidak dapat dihindarkan dan akan se.lalu. 

te.rjadi. Warga masyarakat se.lalu. ingin me.mpe.rtahankan hak-haknya, se.dangkan 

pe.me.rintah ju.ga haru.s me.njalankan ke.pe.ntingan te.rse.le.nggaranya ke.se.jahte.raan 

u.mu.m bagi se.lu.ru.h warga masyarakat. Se.ngke.ta-se.ngke.ta de.mikian tidak dapat 

diabaikan tanpa ditangani se.cara su.nggu.h-su.nggu.h, ole.h kare.na apabila hal 

te.rse.bu.t dibiarkan, maka akan me.mbahayakan ke.hidu.pan masyarakat, 

te.rganggu.nya tu.ju.an ne.gara se.rta program pe.me.rintah itu. se.ndiri. 

Di indonesia pendaftaran hak atas tanah dengan sistem negatif, yang artinya 

sertifikat dapat dibatalkan, karena suatu sebab yang membatalkan ( Misalnya 

dalam prosedur yag tidak memenuhi syarat ). Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri 

Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah 

atau sertifikat hak atas tanah, karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum 

administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap. 

Tidak sedikit korban yang jatuh karena mempersoalkan atau 

mempertahankan sertifikat atas beberapa persegi tanah saja. Dari tahun ke tahun, 

jumlah kasus di bidang pertanahan di Indonesia terus meningkat. Dalam kurun 
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dua tahun saja, jumlah kasus tanah yang dilaporkan Badan PertanahanNasional 

(BPN) Republik Indonesia meningkat lima ribu kasus.6 Salah satu kasus yang 

sering terjadi dalam kasus pembatalan sertifikat diantaranya pembatalan sertifikat 

karena cacat administrasi, Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Argraria No. 9 

Tahun 1999 menjelaskan yang dimaksud dengan cacat hukum administratif antara 

lain dikarenakan, kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-

undangan, kesalahan subyek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, 

kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis 

atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lainnya yang bersifat hukum 

administratif.  

Kasus pembatalan sertifikat yang juga sering terjadi lainnya didalam 

masyarakat, ada beberapa kemungkinan antara lain yaitu 1) Dua atau lebih 

sertipikatnya asli tapi salah satunya asli tapi palsu. Artinya keduanya mempunyai 

salinan atau arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Hal ini Terjadi 

karena suatu bidang tanah sudah bersertipikat akan tetapi di daftarkan lagi pada 

Kantor Pertanahan, jadi keduanya memang asli produk BPN akan tetapi obyek 

atau bidang tanahnya sama baik letak, posisi maupun luasnya. 2) Dua sertipikat 

atau lebih tersebut yang merupakan sertifikat ganda tersebut sertifikat tersebut 

palsu artinya kedua sertipikat tersebut tidak terdapat salinannya di Kantor 

Pertanahan atau BPN atau tidak ada arsipnya. 3) Salah satu atau lebih sertipikat 

tersebut merupakan bagian dari sertifikat pada masyarakat, Salah satu atau lebih 

sertipikat tersebut merupakan bagian dari sertipikat yang lain. Hal ini terjadi 

karena bidang tanah yang didaftarkan seharusnya didaftarkan melalui proses 
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pemecahan sertipikat induknya, atau sebaliknya penerbitan sertipikat yang satu 

harusnya merupakan penggabungan dari beberapa sertipikat yang lain. 4) 

Overlapping (tumpang tindih) yaitu ada dua atau lebih sertipikat yang tumpang 

tindih satu dengan lainnya sehingga bagian yang tumpang tindih tersebut 

merupakan sertipikat ganda. Karena sebagian tanahnya termasuk dalam sertipikat 

yang lain. Jika ditelaah, sertipikat kedua yang terbit dalam sertipkat ganda jelas 

terbit tidak sesuai dengan prosedur karena prosedur yang benar adalah tidak 

diperbolehkan sebuah sertipikat diterbitkan di atas tanah yang telah dilekati oleh 

hak. 

Kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan pemilikan sertifikat 

tanah disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi penguasaan dan pemilikan 

tanah, serta kurang transparannya informasi yang tersedia di masyarakat 

merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketa-sengketa tanah. Keputusan 

pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, 

dapat dilakukan karena permohonan dari yang berkepentingan atau Pejabat yang 

berwenang tanpa permohonan. 

Sertipikat ganda hanya merupakan contoh bentuk kesalahan admnistrasi 

cacat hukum administrasi, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau 

pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan 

hak dan/atau sertipikat pengganti, dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan 

perundang-undangan. 

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat, dan diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA. Sertipikat 
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sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 

bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis 

yang telah di daftar dalam buku tanah. 

Me.ngingat masih minimnya informasi me.nge.nai saran kore.ktif be.ru.pa 

pe.mbatalan hak atas tanah me.nyangku.t dasar ke.we.nangan pe.mbatalan, Pe.jabat 

yang be.rwe.nang u.ntu.k me.mbatalkan HAT, prose.du.r pe.mbatalan se.rta syarat-

syarat yang haru.s dipe.nu.hi ole.h Pe.mohon dalam rangka Pe.mbatalan HAT, 

te.rmasu.k masih adanya ke.salahan dalam me.ngartikan pe.mbatalan de.ngan 

pe.mbe.basan tanah atau. pe.ncabu.tan hak atas tanah.
4
 

Di indone.sia pe.ndaftaran hak atas tanah de.ngan siste.m ne.gatif, yang artinya 

se.rtifikat dapat dibatalkan, kare.na su.atu. se.bab yang me.mbatalkan ( Misalnya 

dalam prose.du.r yag tidak me.me.nu.hi syarat ).
3
 Pasal 1 angka 14 Pe.ratu.ran 

Me.nte.ri Ne.gara Agraria No. 9 Tahu.n 1999 me.nye.bu.tkan bahwa yang dimaksu.d 

de.ngan pe.mbatalan hak atas tanah adalah pe.mbatalan ke.pu.tu.san pe.mbe.rian hak 

atas tanah atau. se.rtifikat hak atas tanah, kare.na ke.pu.tu.san te.rse.bu.t me.ngandu.ng 

cacat hu.ku.m administrasi dalam pe.ne.rbitannya atau. u.ntu.k me.laksanakan pu.tu.san 

pe.ngadilan yang te.lah me.mpe.role.h ke.te.tapan hu.ku.m te.tap.
5
 

De.wasa ini, de.ngan pe.rtambahan ju.mlah pe.ndu.du.k se.tiap tahu.nnnya. Dalam 

hal ke.hidu.pan, tanah se.ring dijadikan su.mbe.r dari pe.rmasalahan dikare.nakan 

ju.mlah pe.ndu.du.k de.ngan tanah tidak se.imbang, be.rtambahnya ju.mlah pe.ndu.du.k 

                                                 
4 Hasan Basri Nata Menggala Dan Sarjita, Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah, 

(Jogjakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005). h. 

35- 37 

 
5
 Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang 

Pendaftaran Tanah 
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namu.n tidak te.rjadi be.rtambahnya lu.as tanah yang dibu.tu.hkan akan te.tapi ju.stru. 

me.nye.babkan lu.asan tanah yang se.makin me.nye.mpit. Tanah se.bagai su.mbe.r 

pe.nghidu.pan u.ntu.k hidu.p dan me.me.nu.hi ke.bu.tu.han me.nimbu.lkan masalah baik 

dari pe.ngu.asaan, pe.nggu.naan dan ke.pe.milikan tanah. U.ntu.k me.lindu.ngi hak-hak 

ke.pe.milikan tanah ole.h pe.me.rintah dilaku.kan siste.m pe.ndaftaran tanah gu.na 

me.mbe.rikan ke.pastian hu.ku.m, me.mbe.ri pe.rlindu.ngan hu.ku.m ke.pada pe.me.gang 

hak atas tanah, me.mbe.rikan informasi ke.pada pihak yang be.rke.pe.ntingan se.rta 

te.rse.le.nggaranya te.rtib administrasi pe.rtanahan. 

Salah satu. tu.ju.an pe.ndaftaran tanah se.bagaimana yang dite.tapkan dalam 

Pasal 3 Pe.ratu.ran Pe.me.rintah No. 24 Tahu.n 1997, adalah u.ntu.k me.mbe.rikan 

ke.pastian hu.ku.m dan pe.rlindu.ngan ke.pada pe.me.gang hak atas yang te.rdaftar agar 

de.ngan mu.dah me.mbu.ktikan dirinya se.bagai pe.me.gang hak yang be.rsangku.tan. 

U.ntu.k me.mbe.rikan ke.pastian hu.ku.m dan pe.rlindu.ngan hu.ku.m, ke.pada pe.me.gang 

hak yang be.rsangku.tan dibe.rikan se.rtifikat hak atas tanah.
6
 

Me.nu.ru.t Pasal 32 Pe.ratu.ran Pe.me.rintah Nomor 24 tahu.n 1997 Tahu.n 1997 

dije.laskan bahwa se.rtifikat me.ru.pakan su.rat tanda bu.kti hak yang be.rlaku. se.bagai 

alat pe.mbu.ktian yang ku.at me.nge.nai data fisik dan data yu.ridis yang te.rmu.at di 

dalamnya, se.panjang data fisik dan data yu.ridis te.rse.bu.t se.su.ai de.ngan data yang 

ada dalam su.rat u.ku.r dan bu.ku. tanah hak yang be.rsangku.tan. Di Indone.sia, 

me.skipu.n se.rtifikat me.njadi tanda bu.kti yang ku.at u.ntu.k ke.pe.milikan hak atas 

tanah se.tiap orang dapat dipe.rmasalahkan te.ntang ke.be.naran se.rtifikat se.rta hak 

atas tanahnya, dan jika dapat dibu.ktikan ke.tidakbe.naran dari hak atas tanah 

                                                 
6
 Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan 

cara itikad baik demi kepastian hukum." Yustisia 5.2 (2016): 448-467. 
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te.rse.bu.t, maka hak atas tanah dapat dibatalkan ole.h Me.nte.ri Agraria dan Tata 

Ru.ang / Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional de.ngan be.rpe.doman pada Pe.ratu.ran 

Me.nte.ri Agraria dan Tata Ru.ang / Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional Nomor 11 

Tahu.n 2016 te.ntang Pe.nye.le.saian Kasu.s Pe.rtanahan. Pe.ratu.ran Me.nte.ri Agraria 

dan Tata Ru.ang / Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional Nomor 11 Tahu.n 2016 tidak 

se.cara khu.su.s me.ngatu.r me.nge.nai pe.mbatalan hak atas tanah namu.n diatu.r dalam 

ke.te.ntu.an me.nge.nai pe.nye.le.saian kasu.s pe.rtanahan. Ke.pala Kantor Wilayah 

Badan Pe.rtanahan Nasional atau. Me.nte.ri dapat me.nye.le.saikan kasu.s pe.rtanahan 

de.ngan me.ne.rbitkan ke.pu.tu.san pe.mbatalan hak atas tanah. Ke.pu.tu.san Pe.mbatalan 

te.rse.bu.t dite.rbitkan dalam du.a hal yakni apabila te.rdapat ke.salahan prose.du.r 

se.su.ai de.ngan pasal 11 atau. dalam rangka me.laksanakan pu.tu.san pe.ngadilan yang 

be.rke.ku.atan hu.ku.m te.tap se.su.ai de.ngan pasal 49 pe.ratu.ran te.rse.bu.t. 

 Pe.mbatalan hak atas tanah se.bagai Ke.pu.tu.san Ke.pala Kantor Pe.rtanahan 

mau.pu.n Ke.pala Kantor Wilayah Badan Pe.rtanahan Nasional dilaku.kan dalam du.a 

hal yang pe.rtama yaitu. kare.na adanya cacat administrasi dalam pe.ne.rbitan 

se.rtifikat, baik didasarkan adanya pe.rmohonan dari pihak be.rke.pe.ntingan atau. 

yang diru.gikan mau.pu.n dite.mu.kan se.ndiri ole.h Ke.pala Kantor Pe.rtanahan yang 

be.rsangku.tan.
7
 Ke.du.a, kare.na adanya Pu.tu.san Pe.ngadilan yang haru.s 

dilaksanakan misalnya yaitu. pe.mbatalan hak atas tanah ole.h pe.ngadilan tata u.saha 

ne.gara de.ngan alasan cacat yu.ridis de.ngan adanya ke.salahan se.cara su.bstansial 

se.hingga be.rte.ntangan de.ngan pe.ru.ndangan yang be.rlaku.. 

                                                 
7
 Salim, Agus. "Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik 

Dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda." Jurnal USM Law Review 2.2 (2019): 174-187. 
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Ku.rangnya transparansi dalam hal pe.ngu.asaan dan pe.milikan se.rtifikat 

tanah dise.babkan ole.h te.rbatasnya data dan informasi pe.ngu.asaan dan pe.milikan 

tanah, se.rta ku.rang transparannya informasi yang te.rse.dia di masyarakat 

me.ru.pakan salah satu. pe.nye.bab timbu.lnya se.ngke.ta-se.ngke.ta 

tanah. Ke.pu.tu.san pe.mbatalan hak atas tanah kare.na cacat hu.ku.m 

administratif dalam pe.ne.rbitannya, dapat dilaku.kan kare.na pe.rmohonan dari yang 

be.rke.pe.ntingan atau. Pe.jabat yang be.rwe.nang tanpa pe.rmohonan.
8
 

Hak milik atas tanah me.ru.pakan salah satu. be.ntu.k hak yang paling ku.at dan 

pe.nu.h yang dapat dimiliki ole.h individu. atau. badan hu.ku.m di Indone.sia.
9
 Hak ini 

me.mbe.rikan we.we.nang ke.pada pe.me.gangnya u.ntu.k me.nggu.nakan, 

me.manfaatkan, dan me.nge.lola tanah te.rse.bu.t se.su.ai de.ngan ke.te.ntu.an hu.ku.m 

yang be.rlaku.. Hak milik atas tanah diatu.r dalam U.ndang-U.ndang Nomor 5 Tahu.n 

1960 te.ntang Pe.ratu.ran Dasar Pokok-Pokok Agraria (U.U.PA) dan pe.ratu.ran 

pe.laksanaannya, te.rmasu.k Pe.ratu.ran Me.nte.ri Ne.gara Agraria/Ke.pala Badan 

Pe.rtanahan Nomor 9 Tahu.n 1999 te.ntang Tata Cara Pe.mbe.rian dan Pe.mbatalan 

Hak Atas Tanah Ne.gara dan Hak Pe.nge.lolaan 

Se.rtifikat hak milik me.ru.pakan bu.kti te.rtu.lis yang sah atas ke.pe.milikan 

tanah ole.h se.se.orang atau. badan hu.ku.m. Se.rtifikat ini tidak hanya me.mbe.rikan 

ke.pastian hu.ku.m ke.pada pe.me.gangnya, te.tapi ju.ga me.njadi dasar dalam transaksi 

ju.al be.li, hipote.k, dan pe.ngu.ru.san administrasi lainnya te.rkait tanah. Ole.h kare.na 

                                                 
8
 Syamsul Bahri, 2006, Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini, Penerbit Fakultas 

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, halaman 12. 
9
 Juliadi, Kadek Rian, and I. Gede Surata. "Kedudukan Warga Negara Asing Terhadap Hak Milik 

Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng." Kertha Widya 3.2 (2015). 
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itu., se.rtifikat hak milik me.miliki pe.ran yang sangat pe.nting dalam me.njaga 

ke.amanan dan ke.pastian hu.ku.m ke.pe.milikan tanah di Indone.sia.  

Prose.s pe.mbe.rian hak milik atas tanah ne.gara me.libatkan be.be.rapa tahapan 

yang haru.s dipe.nu.hi ole.h pe.mohon, te.rmasu.k pe.ngaju.an pe.rmohonan, ve.rifikasi 

data, dan pe.ngu.ku.ran tanah. Se.te.lah se.mu.a tahapan ini se.le.sai, se.rtifikat hak milik 

dapat dite.rbitkan ole.h Kantor Pe.rtanahan. Namu.n, se.rtifikat hak milik dapat 

dibatalkan jika dite.mu.kan adanya cacat hu.ku.m dalam prose.s pe.mbe.riannya atau. 

jika te.rdapat pe.langgaran ke.te.ntu.an yang be.rlaku.. Pe.mbatalan se.rtifikat hak milik 

ini me.njadi salah satu. me.kanisme. pe.nting u.ntu.k me.njaga inte.gritas dan ke.absahan 

ke.pe.milikan tanah di Indone.sia 

Kantor Pe.rtanahan Kabu.pate.n Rokan Hu.lu. me.miliki pe.ran yang sangat 

pe.nting dalam pe.nge.lolaan dan pe.mbe.rian hak milik atas tanah di wilayahnya. 

Kantor ini be.rtanggu.ng jawab u.ntu.k me.laku.kan ve.rifikasi data, pe.ngu.ku.ran tanah, 

dan pe.ne.rbitan se.rtifikat hak milik. Se.lain itu., Kantor Pe.rtanahan ju.ga be.rwe.nang 

u.ntu.k me.laku.kan pe.mbatalan se.rtifikat hak milik jika dite.mu.kan adanya 

pe.langgaran atau. cacat hu.ku.m dalam prose.s pe.mbe.rian hak milik te.rse.bu.t. Ole.h 

kare.na itu., pe.mahaman yang me.ndalam te.ntang prose.s dan dasar hu.ku.m 

pe.mbatalan se.rtifikat hak milik sangat dipe.rlu.kan u.ntu.k me.njaga ke.absahan dan 

inte.gritas ke.pe.milikan tanah di wilayah Kabu.pate.n Rokan Hu.lu..
10

 

Badan Pe.rtanahan Nasional Kabu.pate.n Rokan Hu.lu. me.ngacu. pada Pe.rme.n 

ATR/BPN Nomor 21 Tahu.n 2020 dalam ke.bijkakan pe.mbatalan se.rtifikat hak 

milik yang dapat dilihat dari pe.maparan be.riku.t ; 

                                                 
10

 Kasiati, Kasiati. IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA DALAM SENGKETA TANAH 

DI PULAU REMPANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960. Diss. 

Universitas Islam Balitar, Blitar, 2024. 
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Pada Pasal 29 ayat (1) me.nyatakan bahwa Pe.mbatalan Produ.k Hu.ku.m 

dilaku.kan ole.h Pe.jabat yang be.rwe.nang kare.na:  

1. Cacat administrasi dan/atau. cacat yu.ridis;  

2. Pe.laksanaan pu.tu.san pe.ngadilan yang te.lah me.mpu.nyai ke.ku.atan hu.ku.m 

te.tap.  

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Se.be.lu.m dilaku.kan Pe.mbatalan 

se.bagaimana dimaksu.d pada ayat (1) hu.ru.f a, Ke.me.nte.rian atau. Kantor Wilayah 

se.su.ai ke.we.nangan me.mbe.ritahu.kan ke.pada pe.me.gang Hak atas Tanah dan Hak 

Tanggu.ngan dalam hal Produ.k Hu.ku.m yang akan dibatalkan be.ru.pa hak atas 

tanah atau. se.rtipikat tanah yang dibe.bani de.ngan hak tanggu.ngan. Pada Pasal 30 

ayat (1) me.nyatakan bahwa Me.nte.ri me.ne.rbitkan ke.pu.tu.san Pe.mbatalan kare.na:  

a. Cacat administrasi dan/atau. cacat yu.ridis te.rhadap produ.k hu.ku.m yang 

dite.rbitkan ole.h Ke.me.nte.rian atau. Kantor Wilayah; 

b. Pe.laksanaan pu.tu.san pe.ngadilan yang te.lah me.mpu.nyai ke.ku.atan hu.ku.m 

te.tap yang me.mbatalkan Produ.k Hu.ku.m yang dite.rbitkan ole.h Ke.me.nte.rian. 

Ke.mu.dian dalam ayat (2) Ke.pala Kantor Wilayah me.ne.rbitkan ke.pu.tu.san 

Pe.mbatalan kare.na: 

a) Cacat administrasi dan/atau. cacat yu.ridis te.rhadap Produ.k Hu.ku.m yang 

dite.rbitkan ole.h Ke.pala Kantor Pe.rtanahan; atau.  

b) Me.laksanakan pu.tu.san pe.ngadilan yang te.lah me.mpu.nyai ke.ku.atan hu.ku.m 

te.tap yang me.mbatalkan Produ.k Hu.ku.m yang dite.rbitkan ole.h Ke.pala 

Kantor Wilayah atau. Ke.pala Kantor Pe.rtanahan.  
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Pada ayat (3) dinyatakan Dalam hal te.rte.ntu., Me.nte.ri dapat me.mbatalkan 

Produ.k Hu.ku.m Kantor Wilayah atau. Kantor Pe.rtanahan yang me.ru.pakan 

ke.we.nangan Ke.pala Kantor Wilayah kare.na cacat administrasi dan/atau. cacat 

yu.ridis mau.pu.n se.bagai pe.laksanaan pu.tu.san pe.ngadilan yang te.lah me.mpu.nyai 

ke.ku.atan hu.ku.m te.tap.  

Pada ayat (4) me.nye.bu.tkan bahwa Format ke.pu.tu.san Pe.mbatalan Produ.k 

Hu.ku.m se.bagaimana dimaksu.d pada ayat (1) dan ayat (2) te.rcantu.m dalam 

Lampiran XIII yang me.ru.pakan bagian tidak te.rpisahkan dari Pe.ratu.ran Me.nte.ri 

ini.Pada Pasal ayat 31 (1) me.nyatakan bahwa Ke.me.nte.rian atau. Kantor Wilayah 

se.su.ai ke.we.nangannya me.nyampaikan su.rat ke.pu.tu.san pe.mbatalan se.bagaimana 

dimaksu.d dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ke.pada pe.me.gang hak 

atas tanah dan/atau. pe.me.gang hak tanggu.ngan se.te.lah ke.pu.tu.san dite.tapkan. 

Dalam hal te.rdapat gu.gatan, sita ole.h ke.polisian, ke.jaksaan, pe.ngadilan 

dan/atau. le.mbaga pe.ne.gak hu.ku.m lainnya se.su.ai de.ngan ke.te.ntu.an pe.ratu.ran 

pe.ru.ndang-u.ndangan, ke.pu.tu.san Pe.mbatalan se.bagaimana dimaksu.d pada ayat (1) 

tidak dapat ditindaklanju.ti ole.h Ke.pala Kantor Pe.rtanahan. Pada Pasal 32 ayat (1) 

me.nyatakan bahwa Ke.me.nte.rian atau. Kantor Wilayah se.su.ai ke.we.nangannya 

tidak dapat me.mbatalkan Produ.k Hu.ku.m baik kare.na cacat administrasi dan/atau. 

cacat yu.ridis mau.pu.n se.bagai pe.laksanaan pu.tu.san pe.ngadilan yang te.lah 

be.rke.ku.atan hu.ku.m te.tap, dalam hal: 

a. Hak atas tanah obje.k Se.ngke.ta/Pe.rkara te.lah be.ralih ke.pada pihak ke.tiga;  

b. Pihak ke.tiga se.bagai pe.me.gang hak te.rakhir tidak me.njadi pihak dalam 

Pe.rkara; dan 



19 

 

c. Pihak ke.tiga me.mpe.role.h hak atas tanah te.rse.bu.t de.ngan itikad baik se.su.ai 

de.ngan ke.te.ntu.an pe.ratu.ran pe.ru.ndang-u.ndangan se.be.lu.m adanya Pe.rkara. 

(2) Dalam hal hak atas tanah atau. se.rtipikat tanah yang dimohon pe.mbatalan 

tidak dapat dilaksanakan se.bagaimana dimaksu.d pada ayat (1), Ke.me.nte.rian 

atau. Kantor Wilayah se.su.ai ke.we.nangannya me.mbe.ritahu.kan ke.pada: 

a) Pe.mohon pe.mbatalan u.ntu.k me.laku.kan u.paya hu.ku.m di pe.ngadilan 

dalam rangka me.mpe.rtahankan hak ke.pe.rdataan atas tanah; dan 

b) Pihak ke.tiga me.nge.nai adanya pu.tu.san pe.ngadilan yang me.mbatalkan 

hak atas tanah atau. se.rtipikat tanah atas nama pihak ke.tiga yang tidak 

me.njadi pihak dalam pe.rkara. 

Pada Pasal 33 ayat (1) me.nyatakan Pe.mbatalan Produ.k Hu.ku.m kare.na cacat 

administrasi dan/atau. cacat yu.ridis dalam hal Pe.nanganan Kasu.s te.lah dilaku.kan 

Ke.me.nte.rian atau. Kantor Wilayah se.su.ai ke.we.nangannya se.su.ai tahapan 

Pe.nanganan Kasu.s se.bagaimana dimaksu.d dalam Pasal 6 ayat (1), tidak 

dipe.rlu.kan u.su.lan dari Ke.pala Kantor Wilayah dan/atau. Ke.pala Kantor 

Pe.rtanahan.Pada ayat (2) dise.bu.tkan Pe.rmohonan Pe.mbatalan Produ.k Hu.ku.m 

u.ntu.k me.laksanakan pu.tu.san pe.ngadilan yang te.lah me.mpu.nyai ke.ku.atan hu.ku.m 

te.tap diaju.kan ole.h pihak pe.me.nang Pe.rkara me.lalu.i Ke.pala Kantor 

Pe.rtanahan.Pada ayat (3) me.nyatakan Ke.pala Kantor Pe.rtanahan me.ngu.su.lkan 

pe.rmohonan Pe.mbatalan se.bagaimana dimaksu.d pada ayat (2) ke.pada: 
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a. Dalam hal Pe.mbatalan me.ru.pakan ke.we.nangan Me.nte.ri me.lalu.i Ke.pala 

Kantor Wilayah; 

b. Ke.pala Kantor Wilayah dalam hal Pe.mbatalan me.ru.pakan ke.we.nangan 

Me.nte.ri Ke.pala Kantor Wilayah de.ngan te.mbu.san ke.pada Me.nte.ri. 

Be.rdasarkan u.raian dalam latar be.lakang ini, maka pe.ne.liti de.ngan 

konsiste.n me.milih data me.ne.tapkan ju.du.l pe.ne.litian yaitu. “Tinjauan Yuridis 

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Rokan Hulu” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Be.rdasarkan latar be.lakang, maka ru.mu.san masalah dalam pe.ne.litian ini yaitu.: 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan batalnya hak milik atas tanah ?   

2. Bagaimana mekanisme pembatalan sertipikat hak milik pada kantor 

pertanahan kabupaten Rokan Hulu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Ada pu.n tu.ju.an dari pe.ne.litian ini adalah: 

1. Me.nge.tahu.i dan me.nde.skripsikan faktor-faktor. pe.mbatalan se.rtifikat hak 

milik pada kantor pe.rtanahan kabu.pate.n Rokan Hu.lu. 

2. Me.nge.tahu.i dan me.nde.skripsikan mekanisme dalam pe.mbatalan se.rtifikat 

hak milik pada kantor pe.rtanahan Rokan Hu.lu.. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Ada pu.n manfaat dari pe.ne.litian ini dapat ditinjau. dari aspe.k te.ore.tis dan 

praktis: 
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1. Manfaat Te.oritis: 

Pe.ne.litian ini dapat me.mbe.rikan kontribu.si bagi pe.nge.mbangan ilmu. 

hu.ku.m, khu.su.snya dalam kajian hu.ku.m agraria te.rkait prose.du.r pe.mbatalan 

Se.rtifikat Hak Milik. Pe.ne.litian ini dapat me.njadi re.fe.re.nsi akade.mik u.ntu.k 

me.mahami aspe.k yu.ridis pe.mbatalan se.rtifikat tanah dalam konte.ks siste.m 

hu.ku.m di Indone.sia.. 

2. Manfaat Praktis 

Me.nye.diakan re.kome.ndasi yang dapat digu.nakan ole.h Kantor Pe.rtanahan 

Kabu.pate.n Rokan Hu.lu. dan pihak-pihak te.rkait u.ntu.k me.ningkatkan 

e.fe.ktivitas, aku.rasi, dan transparansi dalam prose.s pe.mbatalan Se.rtifikat 

Hak Milik, se.hingga dapat me.minimalkan konflik pe.rtanahan di masa 

de.pan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pendaftaran Tanah 

Se.bagaimana te.lah dije.laskan se.be.lu.mnya bahwa u.ntu.k me.njamin ke.pastian 

hu.ku.m diadakan pe.ndaftaran tanah di se.lu.iru.h wilayah R.I. me.nu.ru.t ke.te.ntu.an 

yang diatu.r de.ngan pe.ratu.ran pe.me.rintah (Pasal 19 U.U.PA). Adapu.n pe.ratu.ran 

pe.me.rintah se.bagai pe.laksanaan dari Pasal 19 te.rse.bu.t adalah Pe.ratu.ran 

Pe.me.rintah Nomor 24 Tahu.n 1997 te.ntang Pe.ndaftaran Tanah se.bagai ganti 

Pe.ratu.ran Pe.me.rintah Nomor 10 tahu.n 1961dan Pe.ratu.ran Me.nte.ri Ne.gara 

Agraria / Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional Nomor 3 Tahu.n 1997 te.ntang 

Ke.te.ntu.an Pe.laksanaan Pe.ratu.ran Pe.me.rintah Nomor 24 tahu.n 1997 te.ntang 

Pe.ndaftaran Tanah. 
17

 

Pe.ndaftaran tanah adalah rangkaian ke.giatan yang dilaku.kan ole.h pe.me.rintah 

se.cara te.ru.s-me.ne.ru.s, be.rke.sinambu.ngan dan te.ratu.r, me.lipti pe.ngu.mpu.lan, 

pe.ngolahan, pe.mbu.ku.an dan pe.nyajian se.rta pe.me.liharaan data fisik dan data 

yu.ridis dalam be.ntu.k pe.ta dan daftar, me.nge.nai bidang-bidang tanah dan satu.an 

ru.mah su.su.n, te.rmasu.k pe.mbe.rian su.rat tanda bu.kti haknya bagi bidang-bidang 

tanah yang su.dah ada haknya dan hak milik atas satu.an ru.mah su.su.n se.rta hak- 

hak te.rte.ntu. yang me.mbe.baninya. 

17
 A.P.Parlindu.ngan, Pe.ndaftaran Tanah Di Indone.sia, Mandar Maju., Bandu.ng, 

2000 
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2.1.1 Tujuan Pendaftaran tanah 

Ada 3 (tiga) tu.ju.an pe.ndaftaran tanah , yaitu. : 

1. U.ntu.k me.mbe.rikan ke.pastian hu.ku.m dan pe.rlindu.ngan hu.ku.m ke.pada 

pe.me.gang hak atas su.atu. bidang tanah agar de.ngan mu.dah dapat 

me.mbu.ktikan dirinya se.bagai pe.me.gang hak atas tanah yang 

be.rsangku.tan 

2. U.ntu.k me.nye.diakan informasi ke.pada pihak-pihak yang 

be.rke.pe.ntingan te.rmasu.k pe.me.rintah agar de.ngan mu.dah dapat 

me.mpe.role.h data yang dipe.rlu.kan dalam me.ngadakan pe.rbu.atan 

hu.ku.m me.nge.nai bidang-bidang tanah yang su.dah te.rdaftar. 

3. U.ntu.k te.rse.le.nggaranya te.rtib administrasi pe.rtanahan. 

Khu.su.s u.ntu.k tu.ju.an pe.ndaftaran tanah pe.rtama yaitu. u.ntu.k  

me.mbe.rikan jaminan ke.pastian hu.ku.m, me.lipu.ti : 

a) Ke.pastian me.nge.nai su.bye.k hu.ku.m hak atas tanah (orang 

atau. badan hu.ku.m) 

b) Ke.pastian me.nge.nai le.tak, batas, u.ku.ran/lu.as tanah atau. 

dise.bu.t ke.pastian me.nge.nai obye.k hak.

c) Ke.pastian hak atas tanah, yakni je.nis/macam hak atas tanah 

yang me.njadi landasan hu.ku.m antara tanah de.ngan orang atau. 

badan hu.ku.m. 
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2.1.2 Kegunaan Pendaftaran Tanah 

Pe.ndaftaran tanah me.mpu.nyai ke.gu.naan ganda, artinya di samping be.rgu.na 

bagi pe.me.gang hak, ju.ga be.rgu.na bagi pe.me.rintah. 

1. Ke.gu.naan bagi pe.me.gang hak : 

a) De.ngan dipe.role.hnya se.rtifikat hak atas tanah dapat 

me.mbe.rikan rasa aman kare.na ke.pastian hu.ku.m hak atas tanah; 

b) Apabila te.rjadi pe.ralihan hak atas tanah dapat de.ngan mu.dah 

dilaksanakan; 

c) De.ngan adanya se.rtifikat, lazimnya taksiran harga tanah re.latif 

le.bih tinggi dari pada tanah yang be.lu.m be.rse.rtifikat; 

d) Se.rtifikat dapat dipakai se.bagai jaminan kre.dit; 

e) Pe.ne.tapam pe.mbayaran Pajak Bu.mi dan Bangu.nan (PBB) tidak 

akan ke.liru.. 

2. Ke.gu.naan bagi pe.me.rintah : 

a) De.ngan dise.le.nggarakannya pe.ndaftaran tanah be.rarti akan 

me.nciptakan te.rse.le.nggarakannya te.rtib administrasi di bidang 

pe.rtanahan, se.bab de.ngan te.rwu.ju.dnya te.rtib administrasi 

pe.rtanahan akan me.mpe.rlancar se.tiap ke.giatan yang 

me.nyangku.t tanah dalam pe.mbangu.nan di Indone.sia. 

b) De.ngan dise.le.nggarakannya pe.ndaftaran tanah, me.ru.pakan 

salah satu. cara u.ntu.k me.ngatasi se.tiap ke.re.sahan yang 

me.nyangku.t tanah se.bagai su.mbe.rnya, se.pe.rti pe.ndu.du.kan 

tanah se.cara liar, se.ngke.ta tanda batas dan lain se.bagainya. 
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2.1.3 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Pe.laksanaan pe.ndaftaran me.lipu.ti ke.giatan tanah u.ntu.k pe.rtama kali dan 

pe.me.liharaan data pe.ndaftaran tanah 

1. Ke.giatan pe.ndaftaran tanah u.ntu.k pe.rtama kali me.lipu.ti : 

a) Pe.ngu.mpu.lan dan pe.ngolahan data fisik 

b) Pe.mbu.ktian hak dan pe.mbu.ku.annya 

c) Pe.ne.rbitan se.rtifikat. 

d) pe.nyajian data fisik dan data yu.ridis. 

e) Pe.nyimpanan daftar u.mu.m dan doku.me.n. 

2. Ke.giatan pe.me.liharaan data pe.ndaftaran tanah me.lipu.ti : 

a) Pe.ndaftaran pe.ralihan hak dan pe.mbe.ban hak. 

b) Pe.ndaftaran pe.ru.bahan data pe.ndaftaran tanah lainnya.  

Pe.ndaftaran tanah u.ntu.k  pe.rtama kali dilaksanakan me.lalu.i pe.ndaftaran 

tanah se.cara siste.matik dan pe.ndaftaran tanah se.cara sporadik. Pe.ndaftaran 

tanah se.cara siste.matik adalah pe.ndaftaran tanah yang didasarkan pada su.atu. 

re.ncana ke.rja pe.me.rintah dan dilaksanakan dalam su.atu. wilayah yang 

dite.tapkan ole.h Me.nte.ri, se.dangkan pe.ndaftaran tanah se.cara sporadik adalah 

pe.ndaftaran tanah yang dilaku.kan atas pe.rmintaan atau. pe.rmohonan pihak yang 

be.rke.pe.ntingan.
18

 Be.rdasarkan hal te.rse.bu.t di atas, maka pe.me.rintah be.rke.wajiban 

u.ntu.k me.laku.kan pe.ndaftaran tanah se.dangkan masyarakat (pe.me.gang hak atas 

tanah) be.rke.wajiban u.ntu.k me.ndaftarkan hak atas tanah te.rse.bu.t (Pasal 23, Pasal 

32 dan Pasal 38 U.U.PA). 
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2.1.4 Prosedur Pendaftaran Tanah 

Pe.ndaftaran tanah u.ntu.k pe.rtama kali adalah ke.giatan pe.ndaftaran tanah 

yang dilaku.kan te.rhadap obye.k pe.ndaftaran tanah yang be.lu.m didaftar 

be.rdasarkan Pe.ratu.ran Pe.me.rintah Nomor 10 tahu.n 1961 te.ntang pe.ndaftaran 

tanah. Ke.giatan pe.ndaftaran tanah ini dapat dilaku.kan de.ngan du.a cara, yaitu. 

pe.ndaftaran tanah se.cara siste.matik dan pe.ndaftaran tanah se.cara sporadik. 

2.1.5 Pendaftaran tanah secara sistematik. 

Pe.ndaftaran tanah se.cara siste.matik adalah ke.giatan pe.ndaftaran tanah 

u.ntu.k pe.rtama kali yang dilaku.kan se.cara se.re.ntak yang me.lipu.ti se.mu.a obye.k 

pe.ndaftaran tanah yang be.lu.m didaftar dalam wilayah atau. bagian wilayah su.atu. 

de.sa/ke.lu.rahan. Pe.ndaftaran tanah se.cara siste.matik didasarkan pada su.atu. 

re.ncana ke.rja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang dite.tapkan ole.h me.nte.ri. 

Kare.na pe.ndaftaran tanah se.cara siste.matik didasarkan ole.h prakarsa 

pe.me.rintah, maka ke.giatan te.rse.bu.t didasarkan pada su.atu. re.ncana ke.rja yang 

dite.tapkan ole.h me.nte.ri. 

Pada pe.ndaftaran tanah se.cara siste.matik, pe.me.gang hak atas tanah, 

ku.asanya atau. pihak lain yang be.rke.pe.ntingan me.miliki ke.wajiban dan tanggu.ng 

jawab u.ntu.k : 

1. me.masang tanda-tanda batas pada bidang tanahnya se.su.ai 

ke.te.ntu.an yang be.rlaku.. 

18
 ) Adrian Su.te.di, ibid, hlm 117-121. 
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2. be.rada dilokasi pada saat panitia  adju.kas  me.laku.kan pe.ngu.mpu.lan 

data fisik dan data yu.ridis. 

3. me.nu.nju.kkan batas-batas tanahnya ke.pada panitia adju.kasi. 

4. me.nu.nju.kkan bu.kti pe.milikan atau. pe.ngu.asaan tanahnya ke.pada 

panitia adju.kasi. 

5. me.me.nu.hi pe.rsyaratan yang dite.ntu.kan bagi pe.me.gang hak atau. 

ku.asanya atau. se.laku. pihak lain yang be.rke.pe.ntingan. 

 

2.1.6 Pendaftaran tanah secara sporadik. 

Pe.ndaftaran tanah se.cara sporadik adalah ke.giatan pe.ndaftaran tanah u.ntu.k 

pe.rtama kali me.nge.nai satu. atau. be.be.rapa obye.k pe.ndaftaran tanah dalam wilayah 

atau. bagian wilayah su.atu. de.sa/ke.lu.rahan se.cara individu.al atau. massal. 

Pe.ndaftaran tanah se.cara sporadik dilaksanakan atas pe.rmintaan pihak yang 

be.rke.pe.ntingan. Adapu.n tahapan-tahapan pe.ndaftaran tanah se.cara sporadik 

se.bagaimana te.rcantu.m dalam Pe.rme.n-Agra/Ka.BPN No. 3/1997 adalah se.bagai 

be.riku.t :

1. pe.ne.tapan lokasi ole.h me.nte.ri atas u.su.l ke.pala kantor wilayah. 

2. pe.rsiapan ke.pala kantor pe.rtanahan me.nyiapkan pe.ta dasar 

pe.ndaftaran be.ru.pa pe.ta dasar yang be.rbe.ntu.k pe.ta garis atau. pe.ta 

foto. 

3. pe.mbe.ntu.kan panitia adju.kasi dan satu.an tu.gas. Panitia adju.kasi 

adalah ke.giatan yang dilaksanakan dalam rangka prose.s pe.ndaftaran 

tanah u.ntu.k pe.rtama kali, me.lipu.ti pe.ngu.mpu.lan dan pe.ne.tapan 
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ke.be.naran data fisik dan data yu.ridis me.nge.nai satu. atau. be.be.rapa 

obye.k pe.ndaftaran tanah u.ntu.k ke.pe.rlu.an pe.ndaftarannya. 

4. pe.nye.le.saian pe.rmohonan yang ada pada saat mu.lainya pe.ndaftaran 

tanah se.cara siste.matik 

5. pe.nyu.lu.han wilayah. 

6. pe.ngu.mpu.lan data fisik. 

7. pe.ngu.mpu.lan dan pe.ne.litian data yu.ridis. 

8. pe.ngu.mu.man data fisik dan data yu.ridis dan pe.nge.sahannya. 

9. pe.ne.gasan konve.rsi, pe.ngaku.an hak, dan pe.mbe.rian hak. 

10. pe.mbu.ku.an hak 

11. pe.ne.rbitan se.rtifikat. 

12. pe.nye.rahan hasil ke.giatan. 

2.1.7 Tahap Tahap Pendaftaran Tanah 

1. Me.ngaju.kan Pe.rmohonan Ke. Badan Pe.rtanahan Nasional 

2. Pe.ne.mpatan Batas Ole.h Pe.me.gang Hak 

3. Pe.ne.tapan Batas Bidang Tanah Ole.h Badan Pe.rtanahan 

Nasional/Panitia Adju.kasi 

4. Pe.ngu.ku.ran Dan Pe.me.taan Dalam Pe.ta Dasar Pe.ndaftaran 

5. Pe.mbu.atan Daftar Tanah 
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2.2 Sertifikat Tanah 

Se.rtifikat hak atas tanah me.nu.ru.t Pe.ratu.ram Pe.me.rintah Nomor 24 Tahu.n 

1997 adalah su.rat bu.kti hak se.bagaimana dimaksu.d dalam Pasal 19 ayat (2) hu.ru.f 

c U.U.PA, u.ntu.k hak atas tanah, hak pe.nge.lolaan, tanah wakaf, hak milik atas 

satu.an ru.mah su.su.n dan hak tanggu.ngan yang masing-masing su.dah dibu.ktikan 

dalam bu.ku. tanah yang be.rsangku.tan. Se.hu.bu.ngan de.ngan hal te.rse.bu.t diatas 

dapat dike.tahu.i bahwa se.rtifikat me.ru.pakan su.rat tanda bu.kti hak yang ku.at 

me.nge.nai data fisik dan data yu.ridis yang te.rmu.at di dalamnya. 

Pe.mbe.rian pe.rlindu.ngan hu.ku.m ke.pada npara pe.me.gang se.rtifikat hak atas 

tanah, dinyatakan dalam pasal 32 Pe.ratu.ran Pe.me.rintah No. 24 Tahu.n 1997, te.lah 

me.mbe.rikan pe.rlindu.ngan dimana se.se.orang yang te.rcantu.m namanya dalam 

se.rtifikat tidak dapat diaju.kan gu.gatan ole.h pihak lain yang me.mpu.nyai hak atas 

tanah se.te.lah waktu. 5 tahu.n dan statu.snya se.bagai pe.milik hak atas tanah akan 

te.ru.s dilindu.ngi se.panjang tanah itu. dipe.role.h de.ngan itikad baik dan diku.asai 

se.cara nyata baik ole.h pe.me.gang hak yang be.rsangku.tan 

2.2.1 Jenis – jenis Sertifikat 

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) 

Se.rtifikat Hak Milik (SHM) me.ru.pakan je.nis se.rtifikat de.ngan hak 

ke.pe.milikan se.cara pe.nu.h atas lahan atau. tanah ole.h pe.me.gang se.rtifikat te.rse.bu.t. 

Bu.kti ke.pe.millikan paling ku.at atas lahan se.cara hu.ku.m adalah SHM, se.hingga 

tanah yang be.rsangku.tan tidak ada lagi campu.r tangan atau.pu.n ke.mu.ngkinan 

ke.pe.milikan ole.h pihak lain. Hak Milik adalah hak yang be.rsifat tu.ru.n-te.mu.ru.n, 

te.rku.at, dan te.rpe.nu.h yang dapat dimiliki orang atas tanah di mana tanah te.rse.bu.t 
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masih me.miliki fu.ngsi sosial. Hak milik bole.h dipe.rju.al be.likan, dijadikan 

jaminan atau. agu.nan dan apabila te.lah diadministrasikan de.ngan baik, bu.kti 

ke.pe.milikan bisa dipe.role.h se.bagai pe.milik tanah yang be.ru.pa SHM. Statu.s Hak 

Milik pu.n tidak ada batasan waktu., be.rbe.da de.ngan Se.rtifikat Hak Gu.na 

Bangu.nan (SHGB). Pe.milik yang me.me.gang SHM me.miliki bu.kti sah dan ku.at 

atas ke.pe.milikan tanah. Apabila te.rjadi masalah di ke.mu.dian hari, maka nama 

yang te.rcantu.m dalam SHM me.ru.pakan pe.milik sah se.cara hu.ku.m atas tanah 

te.rse.bu.t. SHM dapat dijadikan alat bu.kti yang ku.at u.ntu.k digu.nakan dalam 

transaksi ju.al-be.li mau.pu.n pe.njaminan kre.dit di pe.rbankan. Dalam U.ndang – 

u.ndang hanya me.mpe.rbole.hkan ke.pe.milikan SHM u.ntu.k Warga Ne.gara 

Indoneasia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan 

memiliki SHM di Indonesia. Namu.n de.mikian, Hak Milik atas lahan dan 

bangu.nan yang dibu.ktikan ole.h SHM masih dapat hilang atau. bahkan dicabu.t 

apabila: 

1) Tanah te.rse.bu.t dimaksu.dkan u.ntu.k ke.pe.ntingan Ne.gara. 

2) Pe.nye.rahan su.kare.la ole.h pe.milik u.ntu.k Ne.gara. 

3) Tanah te.rse.bu.t bu.kan dimiliki ole.h WNI atau. dite.lantarkan ole.h pe.miliknya. 

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 

Se.rtifikat Hak Gu.na Bangu.nan (SHGB) me.ru.pakan je.nis se.rtifikat di mana 

pe.me.gang se.rtifikat hanya dapat me.manfaatkan lahan u.ntu.k me.ndirikan bangu.nan 

atau. ke.pe.rlu.an lain dalam ku.ru.n waktu. te.rte.ntu., namu.n ke.pe.milikan lahannya 

te.tap dipe.gang ole.h Ne.gara. Ada batas waktu. te.rte.ntu. dalam pe.manfaatan lahan 

ole.h pe.me.gang SHGB, biasanya antara 20 hingga 30 tahu.n, tapi dapat 
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dipe.rpanjang bila Ne.gara me.ngizinkan. Ke.tika batas waktu.nya te.lah tiba, 

pe.me.gang se.rtifikat diharu.skan me.ngu.ru.s pe.rpanjangan SHGB bila masih ingin 

me.manfaatkan lahan te.rse.bu.t. Hak Gu.na me.ru.pakan hak atas pe.manfaatan atas 

tanah atau. bangu.nan yang bu.kang miliknya se.ndiri dalam jangka waktu. te.rte.ntu.. 

Hak Gu.na dapat digu.nakan se.bagai tanggu.ngan atau. jaminan dalam pe.ngaju.an 

pinjaman ke. bank dan ju.ga dapat dialihkan. Pe.me.gang 

Se.rtifikat Hak Gu.na Bangu.nan haru.s me.mbe.ri pe.masu.kan ke. kas Ne.gara. 

Orang asing atau. non WNI dipe.rbole.hkan me.miliki lahan de.ngan statu.s Hak 

Gu.na Bangu.nan (HGB). Biasanya, lahan de.ngan statu.s HGB dike.lola ole.h pihak 

pe.nge.mbang (de.ve.lope.r) misalnya pe.ru.mahan, aparte.me.n, atau. ge.du.ng 

pe.rkantoran. Ke.tika se.se.orang me.mbe.li tanah atau. bangu.nan de.ngan se.rtifikat 

be.rstatu.s SHGB maka ia tidak me.miliki ku.asa atas tanah te.rse.bu.t 

2.3  Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Pe.mbatalan Hak Atas Tanah me.ru.pakan salah tindakan hu.ku.m pe.me.rintah 

dalam hal ini Ke.me.nte.rian Agraria dan Tata Ru.ang / Badan Pe.rtanahan Nasional 

se.bagai le.mbaga pe.me.rintah yang me.miliki ke.we.nangan dalam bidang pe.rtanahan 

se.bagaimana yang diatu.r dalam Pe.ratu.ran Pre.side.n Nomor 10 Tahu.n 2006 dalam 

rangka me.nanganani dan me.nye.le.saikan kasu.s pe.rtanahan se.hingga dapat 

me.mbe.rikan su.atu. ke.pastian hu.ku.m bagi para pihak yang be.rse.ngke.ta dalam 

kaitannya de.ngan pe.nggu.naan, pe.milikan, pe.ngu.asaan tanah di Indone.sia. 

Pe.ratu.ran me.nge.nai pe.nye.le.saian kasu.s pe.rtanahan te.lah me.ngalami pe.ru.bahan.  

Se.be.lu.mnya pe.nye.le.saian kasu.s pe.rtanahan diatu.r de.ngan Pe.ratu.ran Ke.pala 

BPN Nomor 3 Tahu.n 2011 te.ntang Pe.nge.lolaan Pe.ngkajian dan Pe.nanganan 
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Kasu.s Pe.rtanahan, namu.n pada 21 Mare.t 2016 Me.nte.ri Agraria dan Tata Ru.ang/ 

Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional me.nge.lu.arkan atu.ran te.rbaru. me.nge.nai hal 

te.rse.bu.t yakni Pe.ratu.ran Me.nte.ri Agraria Dan Tata Ru.ang/ Ke.pala Badan 

Pe.rtanahan Nasional (Pe.rme.n Agraria) Nomor 11 Tahu.n 2016 te.ntang 

Pe.nye.le.saian Kasu.s Pe.rtanahan. De.ngan adanya (Pe.rme.n Agraria) Nomor 11 

Tahu.n 2016 te.rse.bu.t Pe.ratu.ran Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional Re.pu.blik 

Indone.sia Nomor 3 Tahu.n 2011 Te.ntang Pe.nge.lolaan Pe.ngkajian dan Pe.nanganan 

Kasu.s Pe.rtanahan dicabu.t dan dinyatakan tidak be.rlaku. 

2.4  Hak Atas Tanah 

2.4.1 Pengertian Hak Atas Tanah 

Hak Atas Tanah adalah hak yang dipe.role.h dari hu.bu.ngan hu.ku.m antara 

pihak yang be.rhak de.ngan Tanah, te.rmasu.k ru.ang di atas Tanah, dan/atau. ru.ang di 

bawah Tanah u.ntu.k me.ngu.asai, me.miliki, me.nggu.nakan, dan me.manfaatkan, 

se.rta me.me.lihara Tanah, ru.ang di atas Tanah, dan/ atau. ru.ang di bawah Tanah. 

Hak ini me.ncaku.p se.rangkaian we.we.nang, ke.wajiban dan/atau. larangan bagi 

pe.me.gang haknya u.ntu.k be.rbu.at se.su.atu. me.nge.nai tanah yang dihaki. Se.su.atu. 

yang bole.h, wajib atau. dilarang u.ntu.k dipe.rbu.at, yang me.ru.pakan isi hak 

pe.ngu.asaan itu.lah yang me.njadi krite.ria atau. tolak pe.mbe.da diantara hak-hak 

pe.ngu.asaan atas tanah yang diatu.r dalam hu.ku.m tanah.
11

 

Hak atas tanah me.ru.ju.k pada hak-hak yang dimiliki ole.h individu. atau. 

ke.lompok te.rhadap su.atu. bidang tanah. Hak-hak ini me.ncaku.p be.rbagai aspe.k, 

                                                 
11

 Gunanegara, G. (2022). Kebijakan negara pada pengaturan hak atas tanah pasca 

Undang-Undang Cipta Kerja. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 161-184. 
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se.pe.rti hak me.miliki, me.nggu.nakan, dan me.ngalihkan tanah.
12

 Hak atas tanah 

dapat be.rsifat milik (hak ke.pe.milikan pe.nu.h), se.wa, atau. hak gu.na u.saha. Hak ini 

diatu.r ole.h hu.ku.m dan pe.ratu.ran yang be.rlaku. di su.atu. ne.gara, dan pe.milik tanah 

dapat me.manfaatkannya se.su.ai de.ngan ke.te.ntu.an yang be.rlaku.. Se.lain itu., hak 

atas tanah ju.ga dapat dipe.role.h me.lalu.i pe.mbe.lian, pe.warisan, atau. pe.role.han 

lainnya. Pe.nting u.ntu.k me.mahami hak-hak ini kare.na me.re.ka me.mbe.ntu.k dasar 

hu.ku.m dalam ke.pe.milikan dan pe.nggu.naan tanah.
13

 

Hak atas tanah me.miliki be.rbagai tu.ju.an yang e.se.nsial u.ntu.k pe.mbangu.nan 

masyarakat dan ke.stabilan hu.ku.m. Pe.rtama, hak atas tanah me.ndorong inve.stasi 

dan pe.rtu.mbu.han e.konomi de.ngan me.mbe.rikan ke.pastian hu.ku.m ke.pada pe.milik 

tanah, me.nciptakan landasan yang kokoh u.ntu.k inve.stasi jangka panjang, dan 

me.rangsang pe.mbangu.nan infrastru.ktu.r se.rta se.ktor e.konomi. Ke.du.a, hak atas 

tanah be.rpe.ran pe.nting dalam me.njamin ke.amanan dan stabilitas sosial de.ngan 

me.mbe.rikan ke.pastian hu.ku.m ke.pada pe.milik, me.nce.gah se.ngke.ta tanah, dan 

me.nciptakan lingku.ngan sosial yang damai. Se.lain itu., hak atas tanah ju.ga 

me.njadi alat pe.ngatu.ran u.ntu.k pe.nggu.naan tanah yang e.fisie.n dan be.rke.lanju.tan, 

de.ngan pe.milik tanah me.miliki tanggu.ng jawab u.ntu.k me.manfaatkannya se.su.ai 

de.ngan pe.ratu.ran yang be.rlaku.. 
14

 

Ke.tiga, hak atas tanah me.ndu.ku.ng pe.masyarakatan dan ke.adilan sosial 

de.ngan me.ngatu.r ke.pe.milikan tanah agar tidak te.rjadi monopoli dan me.mastikan 
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Tanah. Notarius, 12(2), 703-717. 
14
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akse.s tanah bagi masyarakat yang ku.rang mampu.. Ke.e.mpat, hak atas tanah 

be.rkontribu.si pada pe.rlindu.ngan lingku.ngan dan warisan ge.ne.rasi me.ndatang, 

me.mu.ngkinkan pe.mindahan ke.pe.milikan me.lalu.i pe.warisan, yang pe.nting u.ntu.k 

me.nciptakan stabilitas ke.lu.arga dan me.lindu.ngi hak-hak ge.ne.rasi me.ndatang. 

De.ngan de.mikian, hak atas tanah bu.kan hanya me.ru.pakan instru.me.n le.gal u.ntu.k 

ke.pe.milikan prope.rti, te.tapi ju.ga me.ru.pakan e.le.me.n ku.nci dalam me.ncapai tu.ju.an 

pe.mbangu.nan be.rke.lanju.tan dan ke.adilan sosial.
15

 

Me.nu.ru.t Santoso yang dimaksu.d de.ngan hak atas tanah adalah hak yang 

me.mbe.ri we.we.nang ke.pada pe.me.gang haknya u.ntu.k me.nggu.nakan dan/atau. 

me.ngambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Pe.rkataan “me.nggu.nakan” 

me.ngandu.ng pe.nge.rtian bahwa hak atas tanah itu. digu.nakan u.ntu.k ke.pe.ntingan 

me.ndirikan bangu.nan, se.dangkan pe.rkataan “me.ngambil manfaat” me.ngandu.ng 

pe.nge.rtian bahwa hak atas tanah itu. digu.nakan u.ntu.k ke.pe.ntingan bu.kan 

me.ndirikan bangu.nan, misalnya pe.rtanian, pe.rikanan, pe.te.rnakan, dan 

pe.rke.bu.nan.
16

 

2.4.2 Macam-Macam Hak Atas Tanah 

Pasal 4 U.U.PA ayat (1) me.nye.bu.tkan bahwa atas dasar hak me.ngu.asai dari 

ne.gara se.bagai yang dimaksu.d dalam Pasal 2 dite.ntu.kan adanya macam-macam 

hak atas pe.rmu.kaan bu.mi, yang dise.bu.t tanah, yang dapat dibe.rikan ke.pada dan 

dipu.nyai ole.h orang-orang, baik se.ndiri mau.pu.n be.rsama-sama de.ngan orang-

orang lain se.rta badan-badan hu.ku.m. Pasal 4 ayat (2): Hak-hak atas tanah yang 

dimaksu.d dalam ayat (1) pasal ini me.mbe.ri we.we.nang u.ntu.k me.mpe.rgu.nakan 
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tanah yang be.rsangku.tan, de.mikian pu.la tu.bu.h bu.mi dan air se.rta ru.ang yang ada 

diatasnya se.ke.dar dipe.rlu.kan u.ntu.k ke.pe.ntingan yang langsu.ng be.rhu.bu.ngan 

de.ngan pe.nggu.naan tanah itu. dalam batas-batas me.nu.ru.t U.ndang-u.ndang ini dan 

pe.ratu.ran-pe.ratu.ran hu.ku.m lain yang le.bih tinggi. Pasal 4 ayat (3): Se.lain hak-hak 

atas tanah se.bagai yang dimaksu.d dalam ayat (1) pasal ini dite.ntu.kan pu.la hak-

hak atas air dan ru.ang angkasa. Pasal 16 U.U.PA ayat (1) Hak-hak atas tanah 

se.bagai yang dimaksu.d dalam Pasal 4 ayat (1) adalah: 

1. Hak Milik  

Me.nu.ru.t ke.te.ntu.an Pasal 20 U.U.PA ayat (1) dan (2), Hak Milik adalah hak 

tu.ru.n-te.mu.ru.n, te.rku.at dan te.rpe.nu.h yang dapat dipu.nyai orang atas tanah, hak 

haru.s dibu.ktikan de.ngan akta yang dibu.at ole.h dan di hadapan Pe.jabat Pe.mbu.at 

Akta Tanah (PPAT), ke.cu.ali le.lang.
17

 

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yang 

menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik 

ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Terkait dengan siapa yang dapat 

memperoleh hak milik ini dalam Pasal 21 UUPA dijelaskan bahwa :
18

 

1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 

2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 

3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini 
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memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 

percampuran  harta  karena  perkawinan,  demikian  pula 

warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 

berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib 

melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya 

hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka 

waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak 

tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan 

ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 

berlangsung. 

4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai 

tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 

pasal ini. 

5) Macam-Macam Hak Atas Tanah Menurut UUPA 

 

2. Hak Gu.na U.saha  

Hak gu.na u.saha adalah hak u.ntu.k me.ngu.sahakan tanah yang diku.asai 

langsu.ng ole.h Ne.gara, dalam jangka waktu. se.bagaimana te.rse.bu.t dalam pasal 29, 

gu.na pe.ru.sahaan pe.rtanian, pe.rikanan atau. pe.te.rnakan. Hak gu.na u.saha dibe.rikan 

atas tanah yang lu.asnya paling se.dikit 5 he.ktar, de.ngan ke.te.ntu.an bahwa jika 

lu.asnya 25 he.ktar atau. le.bih haru.s me.makai inve.stasi modal yang layak dan 

te.hnik pe.ru.sahaan yang baik, se.su.ai de.ngan pe.rke.mbangan zaman. Hak gu.na u.sah 

dapat be.ralih dan dialihkan ke.pada orang lain. Hak ini  dibe.rikan  se.lama  
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jangka  waktu.  25  tahu.n,  jika  me.mang dipe.rlu.kan khu.su.s bagi Pe.ru.sahaan 

dapat be.rlangsu.ng se.lama 35 Tahu.n, jangka waktu. yang dibe.rikan u.ntu.k 

pe.rpanjangan hak paling lama adalah 25 Tahu.n. Dalam Pasal 29 U.U.PA 

dije.laskan bahwa yang dapat me.miliki hak gu.na u.saha adalah:
19

 

1. Warga ne.gara Indone.sia; 

2. Badan hu.ku.m yang didirikan me.nu.ru.t hu.ku.m Indone.sia dan 

be.rke.du.du.kan di Indone.sia. 

3. Orang atau. badan hu.ku.m yang me.mpu.nyai hak gu.na u.saha dan tidak 

lagi me.me.nu.hi syarat-syarat se.bagai yang te.rse.bu.t dalam ayat 1 pasal 

ini dalam jangka waktu. satu. tahu.n wajib me.le.paskan atau. 

me.ngalihkan hak itu. ke.pada pihak lain yang me.me.nu.hi syarat. 

Ke.te.ntu.an ini be.rlaku. ju.ga te.rhadap pihak yang me.mpe.role.h hak gu.na 

u.saha, jika ia tidak me.me.nu.hi syarat te.rse.bu.t. Jika hak gu.na u.saha 

yang be.rsangku.tan tidak dile.paskan atau. dialihkan dalam jangka 

waktu. te.rse.bu.t maka hak itu. hapu.s kare.na hu.ku.m, de.ngan ke.te.ntu.an 

bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, me.nu.ru.t ke.te.ntu.an-

ke.te.ntu.an yang dite.tapkan de.ngan Pe.ratu.ran Pe.me.rintah. 

                                                 
19

 
11

 Urip Santoso, op.cit, hlm 90-91. 



38 

 

3. Hak Gu.na Bangu.nan  

Hak Gu.na Bangu.nan (HGB) adalah su.atu. be.ntu.k hak atas tanah yang 

me.mbe.rikan izin ke.pada se.se.orang atau. e.ntitas hu.ku.m u.ntu.k me.miliki, 

me.mbangu.n, dan me.manfaatkan bangu.nan atau. stru.ktu.r te.rte.ntu. di atas tanah 

yang bu.kan miliknya. Hak Gu.na Bangu.nan, yaitu. hak u.ntu.k me.ndirikan dan 

me.mpu.nyai bangu.nan atas tanah yang bu.kan miliknya se.ndiri, de.ngan jangka 

waktu. paling lama 30 tahu.n dan bisa dipe.rpanjang u.ntu.k jangka waktu. paling 

lama 20 tahu.n.
20

 Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, 

dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Jangka waktu 
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tersebut dapat diperpanjang selama 20 Tahun. Hak ini dapat beralih dan dialihkan. 

Yang dapat memiliki hak guna bangunan adalah: 

1. warganegara Indonesia; 
 

2. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia. 

3. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak 

lagi memenuhi syaratsyarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam 

jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada 

pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak 

yang memperoleh hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat 

tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau 

dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, 

dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

4. Hak Pakai  

Me.nu.ru.t Pasal 41 ayat (1) U.U.PA, yang dimaksu.d de.ngan Hak Pakai adalah 

hak u.ntu.k me.nggu.nakan dan/atau. me.mu.ngu.t hasil dari tanah yang diku.asai 

langsu.ng ole.h ne.gara atau. tanah milik orang lain, yang me.mbe.ri we.we.nang 

dan ke.wajiban yang dite.ntu.kan dalam ke.pu.tu.san pe.mbe.riannya ole.h pe.jabat 

yang be.rwe.nang me.mbe.rikannya atau. dalam pe.rjanjian de.ngan pe.milik 

tanahnya, yang bu.kan pe.rjanjian se.wa-me.nye.wa atau. pe.rjanjian pe.ngolahan 

tanah, se.gala se.su.atu. asal tidak be.rte.ntangan de.ngan jiwa dan ke.te.ntu.an 

U.U.PA. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil 

dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, 
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yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian.

Dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau 

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 

jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang- undang.Hak Pakai dapat diberikan 

dengan cara : 

1) Selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk 

keperluan tertentu; 

2) Dengan Cuma-Cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa 

apapun; 

3) Kemudian, yang dapat memiliki hak pakai ini adalah: 

a) warga negara Indonesia; 

b) orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

c) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

5. Hak Se.wa  

Me.nu.ru.t Pasal 44 ayat (1) U.U.PA, se.se.orang atau. su.atu. badan hu.ku.m 

me.mpu.nyai hak se.wa atas tanah, apabila ia be.rhak me.nggu.nakan tanah milik 

orang lain u.ntu.k ke.pe.rlu.an bangu.nan, de.ngan me.mbayar ke.pada pe.miliknya 

se.ju.mlah u.ang se.bagai se.wa. Hak Se.wa U.ntu.k Bangu.nan adalah hak yang 

dimiliki se.se.orang atau. badan hu.ku.m u.ntu.k me.ndirikan dan me.mpu.nyai 

bangu.nan di atas tanah Hak Milik orang lain de.ngan me.mbayar se.ju.mlah u.ang 
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se.wa te.rte.ntu. dan dalam jangka waktu. te.rte.ntu. yang dise.pakati ole.h pe.milik 

tanah de.ngan pe.me.gang Hak Se.wa U.ntu.k Bangu.nan. Seseorang atau suatu 

badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak 

mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan 

membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayarannya 

dapat dilakukan dengan cara kontak atau diangsur. Yang dapat mempunyai hak 

sewa adalah:  

1) warga negara Indonesia;  

2) orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

 3) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia; 

 4) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

 

2.5 Hak Milik Atas Tanah 

Hak Milik yang me.ru.pakan salah satu. macam hak atas tanah yang dike.nal 

dalam U.ndang-U.ndang Pokok Agraria (U.U.PA). Pe.nge.rtian Hak Milik be.rdasarkan 

ke.te.ntu.an Pasal 20 ayat (1) U.U.PA me.ne.ntu.kan bahwa
21

 

“Hak milik adalah hak yang tu.ru.n te.mu.ru.n, te.rku.at dan te.rpe.nu.h yang dapat 

dipu.nyai orang atas tanah, de.ngan me.ngingat ke.te.ntu.an Pasal 6” 

Hak Milik be.rsifat tu.ru.n-me.nu.ru.n maksu.dnya bahwa Hak Milik atas tanah 

te.rse.bu.t tidak hanya be.rlangsu.ng se.lama hidu.p pe.me.gang Hak milik atas tanah, 

te.tapi dapat ju.ga dilanju.tkan ole.h ahli warisnya apabila pe.waris me.ninggal du.nia, 

ole.h kare.na itu. Hak Milik jangka waktu.nya tidak te.rbatas. Hak Milik be.rsifat te.rku.at 
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maksu.dnya bahwa Hak Milik me.ru.pakan indu.k dari macam hak atas tanah lainnya 

dan dapat dibe.bani ole.h hak atas tanah lainnya, se.pe.rti Hak Gu.na Bangu.nan dan 

Hak Pakai. Hak Milik be.rsifat te.rpe.nu.h maksu.dnya Hak  Milik  me.nu.nu.ju.k  lu.as  

we.we.nang  yang  dibe.rikan  ke.pada pe.me.gang Hak Milik dalam me.nggu.nakan 

tanahnya baik u.ntu.k u.saha pe.rtanian mau.pu.n u.ntu.k me.ndirikan bangu.nan.
22

 

Hak Milik be.rsifat tu.ru.n te.mu.ru.n, te.rku.at dan te.rpe.nu.h bu.kan be.rarti bahwa 

Hak Milik me.ru.pakan hak yang mu.tlak, tidak te.rbatas dan tidak dapat diganggu. 

gu.gat. Hal ini Ini dimaksu.dkan u.ntu.k me.mbe.dakan Hak Milik de.ngan hak-hak atas 

tanah lainnya yang dimiliki ole.h individu.. De.ngan kata lain, Hak Milik me.ru.pakan 

hak yang paling ku.at dan paling pe.nu.h diantara hak-hak atas tanah lainnya.
23

 

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia 

berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan 

membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayarannya dapat 

dilakukan dengan cara kontak atau diangsur. Yang dapat mempunyai hak sewa 

adalah: 

a) warga negara Indonesia; 

 

b) orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

 

c) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 

d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
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2.5.1 Pengertian Hak Milik Atas Tanah 

Hak ke.pe.milikan atas tanah me.miliki se.jarah panjang yang 

me.nce.rminkan pe.rke.mbangan masyarakat dan siste.m hu.ku.m di be.rbagai 

bu.daya. Pada awalnya, konse.p pe.milikan tanah ce.nde.ru.ng be.rsifat kole.ktif 

dan didasarkan pada pe.nggu.naan atau. pe.ke.rjaan tanah. Di be.be.rapa 

masyarakat primitif, tanah dianggap se.bagai su.mbe.r ke.hidu.pan be.rsama dan 

dimiliki se.cara be.rsama ole.h ke.lompok atau. komu.nitas. Se.iring de.ngan 

pe.rke.mbangan pe.radaban, mu.ncu.l siste.m hak milik individu. yang le.bih 

te.rorganisir. Misalnya, dalam masyarakat Fe.odal E.ropa, tanah dimiliki ole.h 

bangsawan dan para pe.tani be.ke.rja pada tanah te.rse.bu.t se.bagai be.ntu.k 

pe.mbayaran u.ntu.k pe.rlindu.ngan dan pe.nggu.naan. Siste.m ini me.nce.rminkan 

hie.rarki sosial yang ku.at pada masa itu..
24

 

Hak Milik me.nu.ru.t Pasal 20 ayat (1) U.U.PA adalah hak tu.ru.n-

te.mu.ru.n, te.rku.at, dan te.rpe.nu.h yang dapat dipu.nyai orang atas tanah de.ngan 

me.ngingat ke.te.ntu.an dalam Pasal 6. Tu.ru.n-te.mu.ru.n artinya Hak Milik atas 

tanah dapat be.rlangsu.ng te.ru.s se.lama pe.miliknya masih hidu.p dan bila 

pe.miliknya me.ninggal du.nia, maka Hak Miliknya dapat dilanju.tkan ole.h 

ahli warisnya se.panjang me.me.nu.hi syarat se.bagai su.bje.k Hak Milik. 

Te.rku.at artinya Hak Milik atas tanah le.bih ku.at bila dibandingkan de.ngan 

hak atas tanah yang lain, tidak me.mpu.nyai batas waktu. te.rte.ntu., mu.dah 

dipe.rtahankan dari ganggu.an pihak lain, dan tidak mu.dah hapu.s. Te.rpe.nu.h 
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artinya Hak Milik atas tanah me.mbe.ri we.we.nang ke.pada pe.miliknya paling 

lu.as bila dibandingkan de.ngan hak atas tanah yang lain, dapat me.njadi indu.k 

bagi hak atas tanah yang lain, tidak be.rindu.k pada hak atas tanah yang lain, 

dan pe.nggu.naan tanahnya le.bih lu.as bila dibandingkan de.ngan hak atas 

tanah yang lain.
25

 

Me.nge.nai te.rjadinya Hak Milik diatu.r dalam Pasal 22 U.U.PA 

me.ne.ntu.kan bahwa:
26

 Te.rjadinya Hak Milik me.nu.ru.t hu.ku.m adat diatu.r 

de.ngan Pe.ratu.ran Pe.me.rintah Pasal 3 U.U.PA yang me.nyatakan: “De.ngan 

me.ngingat ke.te.ntu.an-ke.te.ntu.an dalam Pasal 1 dan 2 pe.laksanaan hak u.layat 

dan hak-hak yang se.ru.pa itu. dari masyarakat-masyarakat hu.ku.m adat, 

se.panjang me.nu.ru.t ke.nyataannya masih ada, haru.s se.de.mikian ru.pa 

se.hingga se.su.ai de.ngan ke.pe.ntingan Nasional dan Ne.gara, yang 

be.rdasarkan atas pe.rsatu.an bangsa Se.rta tidak bole.h be.rte.ntangan de.ngan 

U.ndang-U.ndang dan pe.ratu.ran- pe.ratu.ran lain yang le.bih tinggi.” 

Ke.te.ntu.an te.rse.bu.t be.rpangkal pada pe.ngaku.an adanya hak u.layat dalam 

hu.ku.m agraria se.hingga de.ngan dise.bu.tnya hak u.layat dalam U.U.PA, yang 

pada hake.katnya be.rarti pu.la pe.ngaku.an hak itu., maka pada dasarnya hak 

u.layat itu. akan dipe.rhatikan, se.panjang hak te.rse.bu.t me.nu.ru.t ke.nyataannya 

me.mang masih ada pada masyarakat hu.ku.m yang be.rsangku.tan. 

Ke.pe.ntingan se.su.atu. masyarakat hu.ku.m haru.s tu.ndu.k pada ke.pe.ntingan 

nasional dan Ne.gara se.hingga pe.laksanaan hak u.layat haru.s se.su.ai 

de.ngan ke.pe.ntingan nasional dan Ne.gara. 

                                                 
25

 Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana, Hlm. 92 
26

 Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok 

Agraria. 
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Se.lain me.nu.ru.t cara se.bagaimana yang dimaksu.d dalam ayat 1 Pasal ini 

Hak Milik 

a) Pe.ne.tapan Pe.me.rintah me.nu.ru.t cara dan syarat-syarat yang 

dite.tapkan de.ngan Pe.ratu.ran Pe.ru.ndang-u.ndangan. Te.rjadinya Hak 

Milik me.nu.ru.t Pe.ne.tapan Pe.me.rintah maksu.dnya de.ngan 

me.ngaju.kan pe.rmohonan Hak Milik. Me.nge.nai syarat-syarat 

pe.rmohonan Hak Milik diatu.r dalam Pasal 8 ayat (1) Pe.ratu.ran 

Me.nte.ri Ne.gara Agraria/ Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional Nomor 9 

Tahu.n 1999 te.ntang Tata Cara Pe.mbe.rian dan Pe.mbatalan Hak Atas 

Tanah Ne.gara dan Hak Pe.nge.lolaan yang me.nyatakan bahwa Hak 

Milik dapat dibe.rikan ke.pada: 

b) Warga Ne.gara Indone.sia 

Badan-badan hu.ku.m yang dite.tapkan ole.h Pe.me.rintah se.su.ai de.ngan 

ke.te.ntu.an pe.ratu.ran pe.ru.ndang-u.ndangan yang be.rlaku., yaitu.:Bank 

Pe.me.rintah Badan Ke.agamaan dan Badan Sosial yang ditu.nju.k ole.h 

Pe.me.rintah. 

Pe.rmohonan Hak Milik atas tanah Ne.gara pada Pasal 9 ayat (2) diaju.kan 

se.cara te.rtu.lis yang me.mu.at: 

1. Ke.te.rangan me.nge.nai pe.rmohonan 

a. Apabila pe.rorangan: nama, u.mu.r, ke.wargane.garaan, te.mpat tinggal dan 

pe.ke.rjaannya se.rta ke.te.rangan me.nge.nai iste.ri/su.ami dan anaknya yang 

masih me.njadi tanggu.ngannya; 

b. Apabila badan hu.ku.m: nama, te.mpat ke.du.du.kan, akta atau. pe.ratu.ran 
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pe.ndiriannya, tanggal dan nomor su.rat ke.pu.tu.san pe.nge.sahannya ole.h 

pe.jabat yang be.rwe.nang te.ntang pe.nu.nju.kannya se.bagai badan hu.ku.m 

yang dapat me.mpu.nyai Hak Milik be.rdasarkan ke.te.ntu.an pe.ratu.ran 

pe.ru.ndang-u.ndangan yang be.rlaku.. 

2. Ke.te.rangan me.nge.nai tanahnya yang me.lipu.ti data yu.ridis dan data fisik: 

a. Dasar pe.ngu.asaan atau. alas haknya dapat be.ru.pa se.rtpikat, girik, su.rat 

kapling, su.rat-su.rat bu.kti pe.le.pasan hak dan pe.lu.nasan tanah dan ru.mah 

dan atau. tanah yang yang te.lah dibe.li dari Pe.me.rintah, pu.tu.san pe.ngadilan, 

akta PPAT, akta pe.le.pasan hak, dan su.rat-su.rat bu.kti pe.role.han tanah 

lainnya; 

b. Le.tak, batas-batas dan lu.asnya (jika ada Su.rat U.ku.r atau.Gambar Situ.asi 

se.bu.tkan tanggal dan nomornya); 

c. Je.nis tanah (pe.rtanian/non pe.rtanian) 

d. Re.ncana pe.nggu.naan tanah 

e. Statu.s tanahnya (tanah hak atau. tanah ne.gara); 

3. Lain-lain: 

a. Ke.te.rangan me.nge.nai ju.mlah bidang, lu.as dan statu.s tanah-tanah yang 

dimiliki ole.h pe.mohon, te.rnasu.k bidang tanah yang dimohon; 

b. Ke.te.rangan lain yang dianggap pe.rlu.. 
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2.5.2 Peralihan Hak Milik Atas Tanah 

Me.nu.ru.t hu.ku.m agraria, pe.ralihan hak atas tanah adalah be.ralihnya atau. 

be.rpindahnya hak ke.pe.milikan se.bidang tanah atau. be.be.rapa bidang tanah dari 

pe.milik se.mu.la ke.pada pe.milik yang baru. kare.na se.su.atu. atau.pu.n pe.rbu.atan 

hu.ku.m te.rte.ntu.. Pe.ralihan hak atas tanah bisa te.rjadi kare.na pe.warisan tanpa 

wasiat dan pe.rbu.atan hu.ku.m pe.mindahan hak se.pe.rti ju.al be.li, hibah, tu.kar-

me.nu.kar, dan pe.mbagian hak be.rsama. U.ntu.k me.mpe.role.h su.rat bu.kti yang le.bih 

ku.at dan le.bih lu.as daya pe.mbu.ktiannya, pe.mindahan haknya didaftarkan pada 

Kantor Pe.rtanahan se.te.mpat dan le.tak tanah te.rse.bu.t be.rada.
27

 

Pe.ralihan Hak Milik atas tanah diatu.r dalam Pasal 20 ayat (2) U.U.PA, yaitu. 

Hak Milik dapat be.ralih dan dialihkan ke.pada pihak lain. Be.rpindahnya Hak Milik 

atas tanah kare.na dialihkan/pe.mindahan hak haru.s dibu.ktikan de.ngan akta yang 

dibu.at ole.h dan di hadapan Pe.jabat Pe.mbu.at Akta Tanah (PPAT). Be.rpindahnya 

Hak Milik atas tanah ini haru.s didaftarkan ke. Kantor Pe.rtanahan Kabu.pate.n/Kota 

se.te.mpat u.ntu.k dicatat dalam Bu.ku. Tanah dan dilaku.kan pe.ru.bahan nama dalam 

se.rtipikat dari pe.milik tanah yang lama ke.pada pe.milik tanah yang baru..
28

 

Prose.du.r pe.mindahan Hak Milik atas tanah kare.na ju.al be.li, tu.kar-me.nu.kar, 

hibah, pe.nye.rtaan (pe.masu.kan) dalam modal pe.ru.sahaan diatu.r dalam Pasal 37 

sampai de.ngan Pasal 40 Pe.ratu.ran Pe.me.rintah No. 24 Tahu.n 1997 jo. Pasal 97 

sampai de.ngan Pasal 106 Pe.rme.n Agraria/Ke.pala BPN No. 3 Tahu.n 1997. 

Prose.du.r pe.mindahan hak kare.na le.lang diatu.r dalam Pasal 41 Pe.ratu.ran 

                                                 
27

 Sukarman, H., & Prasetiya, W. S. (2021). Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-

Law. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(1), 17-37. 
28

 Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana, Hlm. 94 
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Pe.me.rintah No. 24 Tahu.n 1997 jo. Pasal 107 sampai de.ngan Pasal 110 Pe.rme.n 

Agraria/Ke.pala BPN No. 3 Tahu.n 1997. 

 

2.5.3 Keputusan Tata Usaha Negara 

Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara bagi Indonesia 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik 

Indonesia Tagun 1945 melakukan berbagai tindakan atau perbuatan. Tindakan 

pemerintah (bestuur handelingen atau bestuur daad) banyak jenis atau bentuknya. 

Tindakan pemerintah tersebut akan berbentuk keputusan-keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Tindakan pemerintah dalam hukum administrasi 

negara dibedakan atas Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Sebagai 

sarana utama tata usaha negara (pemerintah) dan sarana tata usaha negara lainnya, 

seperti perencanaan peraturan kebijakan, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Unsur-

unsur Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) adalah : 

 a. Penetapan tertulis; 

 b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 

 c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

 d. Bersifat konkret, individual dan final; 

 e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata 

Di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terdapat pengecualian mengenai 

pengertian Keputusan Tata Usaha yakni di dalam pasal 2 yang berbunyi : “Tidak 
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termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-

Undang ini: 

 a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 

perdata; 

 b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat 

umum; 

 c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 

 d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang 

bersifat hukum pidana; 

 e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku; 

 f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional 

Indonesia; 

 g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah 

mengenai hasil pemilihan umum.” 

2.5.4 Peradilan umum 

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam 

bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas 

Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. 

Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan 
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dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian 

peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in 

concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan 

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. 

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 

yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada 

umumnya. Peradilan umum meliputi: 

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah 

hukum meliputi wilayah provinsi. 

 2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan 

daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus 

lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, 

Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak. 

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk 

memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum; 

a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekara itu bukanlah 

orang- orang yang tatacara pengadilanya harus dilakukan oleh suatu peradilan 

yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan 

peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus 

ditangani oleh badan peradilan militer). 
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b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut 

bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan 

tersendiri di luar badan peradilan umum. 

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi 

yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkurangan peradilan tata usaha 

negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan 

Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri 

atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah 

Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden. 

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa 

dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di 

ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah 

kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat 

memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada 

instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta. Pengadilan Tinggi Pengadilan 

tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan 

pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan 

tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan 

wewenang sebagai berikut : 

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding; 
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 2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan 

mengadili antar perngadilan negeri di daerah hukumnya; 

 3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum 

kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta. 

2.5.4 Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah lembaga 

peradilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di 

ibukota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata 

Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutuskan, menyelesaikan sengketa 

Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan 

presiden dengan wilayah hukum meliputi kabupaten atau kota. Menurut 

indroharto untuk melakukan kontrol terhadap tindakan pemerintah dalam bidang 

hukum publik harus memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut; 

1. sifat atau karakteristik dari suatu keputusan tata usaha negara yang selalu 

mengandung asas praesumpito tustae causa, yaitu suatu keputusan tata usaha 

negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada 

prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan. 

 2. Asas perlindugan terhadap kepentingan umum dan publik yang menonjol 

disamping perlindungan terhadap individu. 

 3. Asas self respect atau self obidance dari aparatur pemerintah terhadap 

putusan-putusan peradilan administrasi . karena tidak dikenal adanya upaya 

pemaksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam prosedur hukum 

perdata. 



53 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Je.nis pe.ne.litian yang digu.nakan dalam pe.ne.litian ini adalah pe.ne.litian 

yu.ridis normatif. Pe.ne.litian hu.ku.m normatif me.ru.pakan pe.ne.litian hu.ku.m yang 

me.ngkaji norma hu.ku.m positif se.bagai obye.k kajiannya. Dalam pe.ne.litian hu.ku.m 

normatif, hu.ku.m tidak lagi dipandang se.bagai se.bu.ah hal yang be.rsifat u.topia 

se.mata te.tapi te.lah te.rle.mbaga dan te.lah ditu.lis dalam be.ntu.k norma, asas dan 

le.mbaga hu.ku.m yang ada.
29

 Pe.ne.litian hu.ku.m normatif dise.bu.t ju.ga se.bagai 

pe.ne.litian hu.ku.m dogmatik yang me.ngkaji, me.me.lihara dan me.nge.mbangkan 

bangu.nan hu.ku.m positif de.ngan bangu.nan logika.
30

 

Soe.rjono Soe.kanto dan Sri Mamu.dji, me.nje.laskan pe.ne.litian hu.ku.m 

normatif adalah pe.ne.litian hu.ku.m yang dilaku.kan de.ngan cara me.ne.liti bahan 

ke.pu.stakaan (data se.ku.nde.r). Dinamakan pe.ne.litian hu.ku.m normatif atau. 

pe.ne.litian hu.ku.m ke.pu.stakaan.  Me.nu.ru.t Mu.haimin, pe.ne.litian hu.ku.m 

normatif le.bih foku.s pada lingku.p konse.psi hu.ku.m, asas hu.ku.m dan kaidah 

hu.ku.m (pe.ratu.ran), tidak sampai pada prilaku. manu.sia yang me.ne.rapkan 

pe.ratu.ran atau. pe.ne.rapan hu.ku.m dalam pe.laksanaannya pada le.mbaga-

le.mbaga hu.ku.m atau. masyarakat.
31
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30
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31
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3.2 Fokus Penelitian 

Foku.s analisis dalam pe.ne.litian ini yaitu. te.ntang pe.mbatalan se.rtifikat hak 

milik pada kantor pe.rtanahan kabu.pate.n Rokan Hu.lu. yang akan dianalisis 

de.ngan pe.nde.katan Kitab U.ndang-U.ndang Hu.ku.m Pe.rdata, Pe.ratu.ran Me.nte.ri 

Agraria Dan Tata Ru.ang/Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional Re.pu.blik 

Indone.sia Nomor 11 Tahu.n 2016 Te.ntang Pe.nye.le.saian Kasu.s Pe.rtanahan, 

Pe.ratu.ran Me.nte.ri Agraria Dan Tata Ru.ang/ Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional 

Re.pu.blik Indone.sia Nomor 21 Tahu.n 2020 Te.ntang Pe.nanganan Dan 

Pe.nye.le.saian Kasu.s Pe.rtanahan. 

3.3 Sumber data 

Dalam pe.ne.litian normatif, su.mbe.r analisis tidak me.nggu.nakan istilah 

bahan hu.ku.m, te.tapi me.nggu.nakan istilah data se.ku.nde.r atau. data ke.pu.stakaan, 

yang didalamnya me.ngandu.ng istilah bahan hu.ku.m. Bahan hu.ku.m atau. data 

se.ku.nde.r dipe.rinci dalam be.rbagai macam, yaitu.:
32

 

1. Bahan Hu.ku.m Prime.r 

Bahan hu.ku.m prime.r adalah bahan hu.ku.m yang be.rsifat otoritas. Di mana 

dalam hal ini bahan hu.ku.m prime.r adalah te.rdiri dari pe.ratu.ran pe.ru.ndang-

u.ndangan, catatan catatan re.smi, atau. risalah dalam pe.mbu.atan pe.ratu.ran 

pe.ru.ndang-u.ndangan.  

2. Bahan Hu.ku.m Se.ku.nde.r  

Bahan yang be.rhu.bu.ngan de.ngan bahan hu.ku.m prime.r dan bisa 

me.mu.dahkan dalam me.laku.kan analisis dan me.mpe.rdalam bahan hu.ku.m 
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prime.r. Bahan hu.ku.m yang te.rdiri atas; bu.ku. hu.ku.m, ju.rnal hu.ku.m yang 

be.risi prinsip-prinsip dasar (asas hu.ku.m), pandangan para ahli hu.ku.m 

(doktrin), hasil pe.ne.litian hu.ku.m, kamu.s hu.ku.m, e.nsiklope.dia hu.ku.m.. 

3. Bahan non-hu.ku.m 

Bahan pe.ne.litian yang te.rdiri atas bu.ku. te.ks bu.kan hu.ku.m, yang te.rkait 

de.ngan pe.ne.litian se.pe.rti bu.ku. politik, bu.ku. e.konomi, data se.nsu.s, laporan 

tahu.nan pe.ru.sahaan, kamu.s bahasa, e.nsiklope.dia u.mu.m. Bahan non hu.ku.m 

me.njadi pe.nting kare.na me.ndu.ku.ng dalam prose.s analisis te.rhadap bahan 

hu.ku.m. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Te.knik pe.ngu.mpu.lan bahan hu.ku.m prime.r dan bahan hu.ku.m se.ku.nde.r, 

me.nggu.nakan te.hnik stu.di doku.me.n (docu.me.nte.r) ke.mu.dian diinve.ntarisir dan 

dike.lompokkan (klasifikasi) se.su.ai de.ngan masing-masing ru.mu.san masalah. 

Te.hnik pe.ngu.mpu.lan bahan hu.ku.m atau. data se.ku.nde.r dalam pe.ne.litian hu.ku.m 

normatif dilaku.kan de.ngan stu.di pu.staka te.rhadap bahan-bahan hu.ku.m, baik 

bahan hu.ku.m prime.r, bahan hu.ku.m se.ku.nde.r, mau.pu.n bahan hu.ku.m te.rsie.r 

(bahan non-hu.ku.m). Pe.ne.lu.su.ran bahan hu.ku.m te.rse.bu.t dapat dilaku.kan de.ngan 

me.mbaca, me.lihat, me.nde.ngarkan, mau.pu.n pe.ne.lu.su.ran bahan hu.ku.m me.lalu.i 

me.dia inte.rne.t atau. we.bsite..
33
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3.5  Teknik Analisis Data 

Se.te.lah data dan bahan hu.ku.m diku.mpu.lkan, ke.mu.dian dipilih yang 

me.miliki validitas yang baik, maka tahap se.lanju.tnya adalah me.laku.kan 

pe.ngolahan data, yaitu. me.nge.lola data se.de.mikian ru.pa, se.hingga data dan 

bahan hu.ku.m te.rse.bu.t se.cara ru.ntu.t, siste.matis, se.hingga akan me.mu.dahan 

pe.ne.liti me.laku.kan analisis. Data yang te.lah te.rku.mpu.l me.lalu.i ke.giatan 

pe.ngu.mpu.lan data be.lu.m me.mbe.rikan makna apapu.n bagi tu.ju.an pe.ne.litian.
34

 

Te.khnik pe.ngolahan/analisis te.rhadap bahan hu.ku.m yang te.lah te.rku.mpu.l 

dilaku.kan de.ngan tahapan; inve.ntarisasi, ide.ntifikasi, klasifikasi dan me.laku.kan 

siste.matisasi. Bahan hu.ku.m yang te.lah diku.mpu.lkan dan dike.lompokkan 

ke.mu.dian dite.laah de.ngan me.nggu.nakan pe.nde.katan konse.ptu.al, pe.nde.katan 

pe.ru.ndang-u.ndangan, dan pe.nde.katan lainnya u.ntu.k me.mpe.role.h gambaran atau. 

jawaban te.rhadap pe.rmasalahan yang me.njadi foku.s kajian dalam pe.ne.litian. 

Sifat analisis pe.ne.litian normatif adalah pre.skriptif yaitu. u.ntu.k 

me.mbe.rikan argu.me.ntasi atas hasil pe.ne.litian yang dilaku.kan. Argu.me.ntasi 

dilaku.kan u.ntu.k me.mbe.rikan pre.skripsi atau. me.mbe.rikan pe.nilaian me.nge.nai 

be.nar atau. salah atau. apa yang se.yogyanya atau. se.haru.snya me.nu.ru.t hu.ku.m, 

(norma hu.ku.m, asas dan prinsip hu.ku.m, doktrin atau. te.ori hu.ku.m te.rhadap fakta 

atau. pe.ristiwa hu.ku.m yang dite.liti. Te.ntu.nya sangat te.rkait ju.ga de.ngan 

pe.nde.katan apa yang digu.nakan se.hingga be.rpe.ngaru.h te.rhadap analisis bahan 

hu.ku.m yang ada dalam pe.ne.litian hu.ku.m normatif.
35

 

                                                 
34

Ibid,. Hlm. 101 
35

Ibid,. Hlm. 106 
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3.6  Lokai Penelitian 

Gambaran Umum Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kantor Wilayah Badan Pe.rtanahan Nasional, yang se.lanju.tnya dise.bu.t 

Kantor Wilayah adalah instansi ve.rtikal Ke.me.nte.rian Agraria dan Tata 

Ru.ang/Badan Pe.rtanahan Nasional di provinsi yang be.rada di bawah dan 

be.rtanggu.ng jawab ke.pada Me.nte.ri Agraria dan Tata Ru.ang/Ke.pala Badan 

Pe.rtanahan Nasional. Kantor Wilayah dipimpin ole.h se.orang Ke.pala. Kantor 

Wilayah me.mpu.nyai tu.gas me.laksanakan se.bagian tu.gas dan fu.ngsi Badan 

Pe.rtanahan Nasional dalam wilayah provinsi. 

Dalam me.laksanakan tu.gas Kantor Wilayah me.nye.le.nggarakan fu.ngsi: 

a) Pe.ngoordinasian, pe.mbinaan, dan pe.laksanaan pe.nyu.su.nan re.ncana, 

program, dan anggaran Kantor Wilayah dan Kantor Pe.rtanahan di 

wilayahnya; 

b) Pe.ngoordinasian pe.mbinaan, dan pe.laksanaan su.rve.i, pe.ngu.ku.ran dan 

pe.me.taan, pe.ne.tapan hak tanah, pe.ndaftaran tanah dan pe.mbe.rdayaan 

masyarakat, pe.nataan pe.rtanahan, pe.ngadaan tanah, pe.nge.ndalian 

pe.rtanahan dan pe.nanganan se.ngke.ta dan pe.rkara; 

c) Pe.ngoordinasian pe.nye.le.saian tindak lanju.t te.mu.an hasil pe.ngawasan; 

d) Pe.mantau.an,e.valu.asi, dan pe.laporan pe.laksanaan ke.giatan pe.rtanahan di 

Kantor Wilayah dan Kantor Pe.rtanahan; dan 

e) Pe.mbe.rian du.ku.ngan administrasi ke.pada se.lu.ru.h u.nit organisasi Kantor 

Wilayah dan pe.ngoordinasian tu.gas dan pe.mbinaan administrasi pada 
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Kantor Pe.rtanahan. Kanwil BPN te.rdiri dari: 

1. Bagian Tata U.saha; 

2. Bidang Infrastru.ktu.r Pe.rtanahan; 

3. Bidang Hu.bu.ngan Hu.ku.m Pe.rtanahan; 

4. Bidang Pe.nataan Pe.rtanahan; 

5. Bidang Pe.ngadaan Tanah; 

6. Bidang Pe.nanganan Masalah dan Pe.nge.ndalian Pe.rtanahan. 

f) Bidang Pe.nanganan Masalah dan Pe.nge.ndalian Pe.rtanahan. (Pe.ratu.ran 

Me.nte.ri Agraria dan Tata Ru.ang/BPN Nomor 38 Tahu.n 2016 te.ntang 

Stru.ktu.r Organisasi dan Tata Ke.rja Kantor Wilayah Badan Pe.rtanahan 

Nasional dan Kantor Pe.rtanahan). 

Badan Pe.rtanahan Nasional (BPN) adalah Le.mbaga Pe.me.rintahan Non 

De.parte.me.n (LPND) yang be.rke.du.du.kan di bawah dan be.rtanggu.ng jawab 

langsu.ng ke.pada pre.side.n. Ke.me.nte.rian Agraria dan Tata Ru.ang Re.pu.blik 

Indone.sia dibe.ntu.k pada tahu.n 1955 me.lalu.i ke.pu.tu.san Pre.side.n Nomor 55 Tahu.n 

1955. 
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Badan Pe.rtanahan Nasional me.mpu.nyai tu.gas me.laksanakan tu.gas 

pe.me.rintahan di bidang pe.rtanahan se.cara nasional, re.gional dan se.ktoral se.su.ai 

de.ngan ke.te.ntu.an pe.ru.ndang-u.ndangan (Se.su.ai de.ngan Pe.rpre.s No. 63 Tahu.n 

2013). Pada Pe.riode. 2015 sampai saat ini Badan Pe.rtanahan Nasional Re.pu.blik 

Indone.sia be.ru.bah me.njadi Ke.me.nte.rian Agraria dan Tata Ru.ang/Badan 

Pe.rtanahan Nasional be.rdasarkan Pe.ratu.ran Pre.side.n Nomor 17 Tahu.n 2015 

te.ntang ke.me.nte.rian Agraria yang be.rfu.ngsi Tata Ru.ang dan Nomor 20 Tahu.n 

2015 te.ntang Badan Pe.rtanahan Nasional yang dite.tapkan pada Janu.ari 2015. 

Arti Lambang dan Warna Logo me.nu.ru.t (Wikipe.dia 2021): 

a. 4 Bu.tir Padi 

Me.mpu.nyai makna ke.makmu.ran dan ke.se.jahte.raan yang me.lambangkan 4 

tu.ju.an pe.nataan pe.rtanahan yaitu. ke.makmu.ran, ke.adilan, ke.be.rlanju.tan dan 

harmonisasi sosial. 

b. Lingkaran 

Me.mpu.nyai makna su.mbe.r ke.hidu.pan manu.sia yang me.lambangkan te.mpat 

u.ntu.k be.rkarya bagi BPN yang be.rhu.bu.ngan langsu.ng de.ngan u.nsu.r-u.nsu.r 

yang ada di dalam bu.mi me.lipu.ti Tanah, Air dan U.dara. 

c. Su.mbu. 

Me.mpu.nyai makna prose.s ke.se.imbangan. Dalam lambang te.rse.bu.t te.rdapat 3 

garis lintang dan 3 garis bu.ju.r yang me.lambangkan pasal 33 ayat 3 U.ndang 

U.ndang Dasar 1945 yang me.ndasari lahirnya U.ndang U.ndang Pokok Agraria 

(U.U.PA) No. 5 Tahu.n 1960. 

d. Bidang Grafis Bu.mi 
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Me.mpu.nyai makna 11 age.nda yang akan dan te.lah dilaku.kan BPN. 11 bidang 

bu.mi me.mpu.nyai makna warna coklat me.lambangkan bu.mi, alam raya dan 

ce.rminan dapat dipe.rcaya dan te.gu.h. Warna ku.ning e.mas me.lambangkan 

ke.hangatan, pe.nce.rahan, inte.le.ktu.al dan ke.makmu.ran. Warna Abu.-abu. 

me.lambangkan ke.bijaksanaan, ke.de.wasaan se.rta ke.se.imbangan. 

Kantor Pe.rtanahan Kabu.pate.n Rokan Hu.lu. dibe.ntu.k be.rdasarkan Ke.pu.tu.san 

Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional Re.pu.blik Indone.sia Nomor : 8 Tahu.n 2002 

Tanggal 16 Janu.ari 2002 Te.ntang Pe.mbe.ntu.kan Kantor Pe.rtanahan di Kabu.pate.n 

Rokan Hu.lu. Propinsi Riau. de.ngan kode. satke.r 637422, se.su.ai de.ngan Pe.ratu.ran 

Ke.pala Badan Pe.rtanahan Nasional Re.pu.blik Indone.sia nomor 4 tahu.n 2006 

Kantor Pe.rtanahan Kabu.pate.n Rokan Hu.lu. me.mpu.nyai tu.gas me.laksanakan 

se.bagian tu.gas dan fu.ngsi Badan Pe.rtanahan Nasional di Kabu.pate.n Rokan Hu.lu.. 

Kantor Pe.rtanahan Kabu.pate.n Rokan Hu.lu. te.rle.tak di Komple.k Pe.rkantoran 

Pe.me.rintah Kabu.pate.n Rokan Hu.lu., de.ngan lu.as tanah 21.076 m
2
, de.ngan total 

lu.as bangu.nan Ge.du.ng Kantor 600 m
2
 te.rdiri dari bangu.nan u.tama se.lu.as 500 

m
2
 dan Ge.du.ng arsip se.lu.as 100 m

2
 yang dire.smikan pe.nggu.naanya ole.h Ke.pala 

Kantor Wilayah Badan Pe.rtanahan Nasional Provinsi Riau. pada tanggal 27 Mare.t 

2008. De.ngan statu.s tanah se.bagai be.riku.t  

Statu.s Tanah Alamat : Milik Pe.me.rintah Re.pu.blik Indone.sia Cq. 

Badan Pe.rtanahan Nasional Re.pu.blik Indone.sia 

Komple.k Pe.rkantoran Pe.me.rintah Daerah 

Kabu.pate.n Rokan Hulu., Jl. Tu.anku. Tambu.sai, 

Pasir Pe.ngaraian 
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Bukti Ke.pe.milikan : Sertipikat Hak Pakai No. 01 / Rambah Tengah 

Utara 

Luas Tanah Asal : 21.076 M2 

Perolehan status : Hibah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Milik 

Bangunan Luas : 600 M2 

Bangunan jumlah : Sendiri 

Lantai : 1 Lantai 

Tahu.n Pe.mbu.atan : 2007 

Kondisi Saat Ini : Baik 

Kantor ATR/BPN ROHU.L me.miliki total ju.mlah staf dan karyawan 

se.banyak 84 orang, yang te.rdiri dari: 

a. 29 ASN 

b. 6 PPPK 

c. 27 PPNPN 

d. 3 ASK 

e. 4 PE.MBANTU. U.KU.R 

f. 4 SATPAM 

g. 4 CS 

h. 2 MAGANG PPAT 

i. 5 FIE.LD STAFF 

Kantor ATR/BPN atau. Badan Pe.rtanahan Nasional (BPN) adalah le.mbaga 
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pe.me.rintah yang me.nangani tu.gas di bidang pe.rtanahan dan tata ru.ang. Be.riku.t ini 

adalah be.be.rapa ke.giatan yang dilaku.kan ole.h Kantor ATR/BPN: 

A. Me.laksanakan pe.ndaftaran hak atas tanah dan pe.me.liharaan daftar u.mu.m 

pe.ndaftaran tanah 

B. Me.ru.mu.skan ke.bijakan nasional dan te.knis di bidang pe.rtanahan 

C. Me.ngkoordinasikan ke.bijakan, pe.re.ncanaan, dan program di bidang 

pe.rtanahan 

D. Me.laku.kan su.rve.i, pe.ngu.ku.ran, dan pe.me.taan di bidang pe.rtanahan 

E. Me.nye.le.nggarakan pe.natagu.naan tanah, re.formasi agraria, dan pe.nataan 

wilayah-wilayah khu.su.s 

F. Me.laku.kan pe.mbe.rdayaan masyarakat 

G. Me.laku.kan pe.nge.ndalian pe.rtanahan dan pe.nanganan se.ngke.ta dan pe.rkara 

pe.rtanahan 

H. Me.mbe.rikan du.ku.ngan administrasi ke.pada se.lu.ru.h u.nit organisasi Kantor 

BPN 

 

Visi Dan Misi 

Visi:  

Te.rwu.ju.dnya pe.nataan ru.ang dan pe.nge.lolaan pe.rtanahan yang te.rpe.rcaya dan 

be.rstandar du.nia dalam me.layani masyarakat u.ntu.k me.ndu.ku.ng te.rcapainya: 

“Indone.sia maju. yang be.rdau.lat, mandiri dan be.rke.pribadian be.rlandaskan gotong 

royong.” 
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Misi: 

U.ntu.k  me.ncapai  visi  te.rse.bu.t,  be.rdasarkan  we.we.nang Ke.me.nte.rian 

Agraria dan Tata Ru.ang/Badan Pe.rtanahan Nasional dijalankan me.lalu.i 2 Misi 

diantaranya yaitu. :

Me.nye.le.nggarakan pe.nataan ru.ang dan pe.nge.lolaan pe.rtanahan yang 

produ.ktif, be.rke.lanju.tan, dan be.rke.adilan diope.rasionalisasikan de.ngan 

be.rorie.ntasi te.rhadap pe.mbangu.nan yang be.rke.lanju.tan yang me.ncaku.p 

be.be.rapa aspe.k diantaranya yaitu. aspe.k e.konomi, aspe.k lingku.ngan, dan aspe.k 

social. 

Me.nye.le.nggarakan pe.layanan pe.rtanahan dan pe.nataan ru.ang yang 

be.rstandar du.nia agar mampu. be.rsaing de.ngan ne.gara lain dalam lingku.p 

re.gional mau.pu.n global, se.rta me.ndorong te.rwu.ju.dnya masyarakat yang 

se.makin se.jahte.ra dan maju.. 

 

 

 


